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PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat karunia-Nya, penelitian

tentang ASEAN Community 2015 dan Tantangannya pada Pendidikan Islam di Indonesia ini

terselesaikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang berbagai tantangan yang muncul bagi

pendidikan Islam terkait keberadaan kesepakatan Komunitas ASEAN (ASEAN Community)

2015. Penelitian ini juga memberikan analisis lebih dalam tentang strategi-strategi apa saja

yang seharusnya digunakan oleh lembaga pendidikan Islam terkait dengan tantangan yang

muncul dalam keberadaan Komunitas ASEAN tersebut. Lebih jauh tentang temuan penelitian

ini, silahkan dibaca lebih lanjut.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), terutama Pusat Penelitian dan Penerbitan

dalam supporting anggaran penelitian, jajaran Dekanat Fakultas Ushuluddin dan Pengelola

Jurusan Politik Islam dan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi demi

terselesaikanya penelitian ini. Kritik dan saran dari para pengguna dan pembaca kami tunggu

guna penyempurnaan penelitian ini.

Terima Kasih.

Peneliti
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN.

ASEAN didirikan pada tahun 19671 dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian

di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina,

Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara yang

bergabung kemudian, yakni Brunai Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan

Laos (1997), serta Kamboja (1999).

Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan lingkungan strategis

regional yang berkembang, ASEAN juga fokus pada isu ekonomi, yang mengusung

semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara melalui percepatan

pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap mengedepankan

kesetaraan dan kemitraan. Pergeseran isu ini semakin nampak ketika pada tahun 1997,

di Thailand terjadi krisis ekonomi, sebagai dampak dari globalisasi dan integrasi

keuangan dunia. Krisis ekonomi ini kemudian merembet ke negara-negara anggota

ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu, ASEAN sebagai

organisasi regional di kawasan, juga aktif meresponnya dengan semangat kerjasama

yang dikenal dengan istilah regional self-help.

Langkah ASEAN diatas sejalan dengan tuntutan global yang ditandai dengan

semakin menjamurnya bentuk integrasi keuangan dan ekonomi di berbagai kawasan.

Sebut misalnya Eropa, integrasi regionalnya diawali dengan integrasi ekonomi (sektor

1 ASEAN Declaration, Bangkok, 08 Agustus 1967
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riil) yang kemudian diikuti dengan integrasi moneter dan diakhiri dengan pembentukan

mata uang Euro.2 Di kawasan Afrika juga memiliki institusi regional (CFA Franc Zone

dan Gulf Area) yang bertugas mengintegrasikan ekonomi di kawasan tersebut dengan

membentuk dan menggunakan mata uang bersama. Artinya, meskipun di kawasan Asia

Tenggara belum dimunculkan mata uang bersama, namun ASEAN sebagai leading

sector bentuk integrasi di kawasan, melakukan upaya kesepakatan-kesepakatan,

diantaranya Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) (ASEAN Community

2015).

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) adalah suatu

kesepakatan tentang pembentukan komunitas yang terdiri dari tiga pilar3, yakni

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), Masyarakat Keamanan

ASEAN (ASEAN Security Community) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN

(ASEAN Socio-cultural Community). Ketiga pilar ini saling berkaitan satu sama lain

dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas

serta pemerataan kesejahteraan di kawasan.

Dalam mewujudkan “mimpi” tersebut, pelaksanaan pilar pertama ASEAN

Community 2015 (yakni dimensi ekonomi) adalah semakin bebas dan terbukanya aliran

barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal pada tahun 2015

kedepan. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang

dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020.

2 Syamsul Arifin dkk, Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur; Peluang dan Tantangan Bagi
Indonesia, Jakarta; Gramedia, 2007, h.1
3 12th ASEAN Summit, Januari 2007
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“ …. to create a stable, prosperous, and highly competitive ASEAN Economic region in

which there is a free flow of goods, service, investment, skilled labour, and free flow of

capital, equitable economic, development and reduced poverty and socio economic

disparities in year 2020.”

Visi ASEAN di atas yang awalnya akan dicanangkan pada tahun 2020,

dipercepat lima tahun, menjadi tahun 2015, sehingga muncul kesepakatan pembentukan

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015). Percepatan visi ini bukan tanpa

alasan. Argumentasi utamanya adalah kebangkitan China dan India (The Rising of

Chindia) yang bisa menyaingi kekuatan AS, khususnya di bidang ekonomi.

Harapannya adalah untuk memperkuat daya saing negara-negara anggota ASEAN,

mengingat kedekatan geografis (China dan India terikat satu benua dengan ASEAN;

yakni Asia Pasifik), sehingga bisa merespon dan mendapatkan nilai positif dari

kebangkitan China dan India dengan mempercepat “mimpi” ASEAN di tahun 2015.

Pilar kedua pada Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) adalah

bidang keamanan (ASEAN Security Community). Di bidang keamanan, lingkungan

strategis yang berkembang (baik global, regional maupun nasional) adalah proliferasi

gerakan teroris. Di era globalisasi ini, gerakan terorisme seringkali melibatkan

beberapa negara dan tidak memandang garis perbatasan internasional (transnasional).

Nassar menambahkan bahwa globalisasi meningkatkan aktivitas kekerasan yang

diwujudkan dalam bentuk teror. Perubahan pesat yang dibawa proses globalisasi telah

menyebabkan masyarakat terpolarisasi.4 Singkat kata, globalisasi memproduksi

4 Jamal R. Nassar, Globalization & Terrorism; The Migration of Dreams and Nightmares, 2nd Ed,
Oxford; Rowman and Littlefield, 2010, h.14
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marjinalisasi dan kemiskinan, sedangkan marjinalisasi dan kemiskinan merangsang

orang untuk melakukan aksi teror. Belum lagi ancaman keamanan di kawasan terkait

dengan perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia (trafficking), perdagangan

senjata, pencurian ikan (illegal fishing), yang kesemuanya itu membutuhkan kerjasama

keamanan intra ASEAN dalam kerangka ASEAN Security Community.

Pilar ketiga dalam Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)

adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-cultural Community).

Roadmap ASEAN Socio-cultural Community terkandung enam program kerja yang

harus diwujudkan oleh semua Negara ASEAN, yakni; human development, social

welfare and protection, social justice and rights, ensuring environmental sustainability,

narrowing the development GAP and building the ASEAN identity.5

Dalam kerangka sosial-budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan

mampu menopang ASEAN Community 2015. Sebelumnya, pada tahun 1995, ASEAN

memiliki jaringan pendidikan tinggi, yakni ASEAN University Network (AUN). AUN

sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN pada tahun 1992 silam. Latar

belakang pendirian AUN ini tidak lain adalah untuk mempercepat solidaritas dan

pengembangan identitas regional melalui promosi pengembangan sumber daya

manusia dengan jalan penguatan jaringan yang sudah ada di tingkat universitas dan

institusi pendidikan unggulan di kawasan.

Dari paparan diatas, kita bisa melihat bahwasannya tiga pilar yang disepakati

Negara anggota ASEAN dalam kerangka ASEAN Community, yakni pilar ekonomi,

keamanan dan sosial budaya, ketiga-tiganya saling melengkapi satu sama lain.

5 ASEAN, A Roadmap for An ASEAN Community; 2009-2015, Jakarta; ASEAN Secretariat, 2009, h.68
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Pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa serta investasi tidak akan bisa

terwujud tanpa adanya dimensi keamanan yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi

tersebut. Begitu juga dengan aspek sosial-budaya, yang diperlukan untuk

pengembangan rasa kebersamaan dan solidaritas, termasuk didalamnya pengembangan

sumber daya manusia di bidang pendidikan. Harapannya, ketika tingkat SDM

masyarakat ASEAN sudah setara (equal), akan semakin mempercepat integrasi

ekonomi sebagai pilar utama ASEAN Community. Hal ini sesuai dengan pemikiran

Menko Kesra, Agung Laksono yang mengusulkan tentang peningkatan kerjasama

Negara ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN.6

Pilar ketiga dalam Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)

adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-cultural Community).

Roadmap ASEAN Socio-cultural Community terkandung enam program kerja yang

harus diwujudkan oleh semua Negara ASEAN, yakni; human development, social

welfare and protection, social justice and rights, ensuring environmental sustainability,

narrowing the development GAP and building the ASEAN identity.7

Dalam kerangka sosial-budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan

mampu menopang ASEAN Community 2015. Sebelumnya, pada tahun 1995, ASEAN

memiliki jaringan pendidikan tinggi, yakni ASEAN University Network (AUN). AUN

sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN pada tahun 1992 silam. Latar

belakang pendirian AUN ini tidak lain adalah untuk mempercepat solidaritas dan

6 Pidato HR. Agung Laksono pada Sidang ASEAN Sosio Culture Community (ASCC) ke-9
7 ASEAN, A Roadmap for An ASEAN Community; 2009-2015, Jakarta; ASEAN Secretariat, 2009, h.68
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pengembangan identitas regional melalui promosi pengembangan sumber daya

manusia dengan jalan penguatan jaringan yang sudah ada di tingkat universitas dan

institusi pendidikan unggulan di kawasan.

Dari paparan diatas, kita bisa melihat bahwasannya tiga pilar yang disepakati

Negara anggota ASEAN dalam kerangka ASEAN Community, yakni pilar ekonomi,

keamanan dan sosial budaya, ketiga-tiganya saling melengkapi satu sama lain.

Pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa serta investasi tidak akan bisa

terwujud tanpa adanya dimensi keamanan yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi

tersebut. Begitu juga dengan aspek sosial-budaya, yang diperlukan untuk

pengembangan rasa kebersamaan dan solidaritas, termasuk didalamnya pengembangan

sumber daya manusia di bidang pendidikan. Harapannya, ketika tingkat SDM

masyarakat ASEAN sudah setara (equal), akan semakin mempercepat integrasi

ekonomi sebagai pilar utama ASEAN Community. Hal ini sesuai dengan pemikiran

Menko Kesra, Agung Laksono yang mengusulkan tentang peningkatan kerjasama

Negara ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN.8

Paparan diatas adalah gambaran umum tentang pendidikan. Bagaimana

dengan dinamika pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara. Ini perlu dipikirkan

bersama mengingat populasi masyarakat muslim di Asia Tenggara mencapai 41%).

Berikut akan ditampilkan jumlah penduduk dan penduduk muslim dari negara-negara

anggota ASEAN

8 Pidato HR. Agung Laksono pada Sidang ASEAN Sosio Culture Community (ASCC) ke-9



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9

Tabel 1.1

JUMLAH PENDUDUK DAN PENDUDUK MUSLIM ASIA TENGGARA

TAHUN 2010

NO NEGARA JUMLAH

PENDUDUK

JUMLAH

PENDUDUK MUSLIM

1. Indonesia 237.556.363 210.049.599

2. Malaysia 27.565.821 16.815.150

3. Singapura 5.076.700 761.505

4. Brunai Darussalam 401.890 269.266

5. Thailand 66.720.153 3.069.127

6. Filipina 101.833.938 6.091.697

7. Myanmar 58.840.000 2.353.600

8. Vietnam 85.846.997 85.845

9. Laos 6.477.211 2.306

10. Kamboja 13.388.910 669.645

Total 603.707.983 240.167.740

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasar atas keterangan di atas, maka penting kiranya memotret dinamika

Islam di ASEAN. Jumlah masyarakat muslim yang mencapai 41% di kawasan Asia

Tenggara perlu dijadikan pertimbangan yang kuat dalam melihat semua kebijakan
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intra-ASEAN, termasuk kesepakatan ASEAN Community tahun 2015. Keberadaan

ASEAN Community 2015 merupakan bentuk integrasi kawasan sebagai ekses dari

globalisasi. Globalisasi sangat mempengaruhi negara-negara berkembang, tidak

terkecuali Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Oleh karena itu, kesiapan

bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi adalah melalui peningkatan sumber

daya manusianya, utamanya di bidang pendidikan. Dengan melihat tantangan yang

berkembang di tingkat regional kawasan berupa kesepakatan ASEAN Community 2015,

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, kontribusi

pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka menjadi penting

kiranya bagi peneliti untuk melakukan kajian lanjutan dalam mendeskripsikan berbagai

tantangan yang muncul di bidang pendidikan, termasuk pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat overview tentang Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN

Community 2015) di atas, dominasi pilarnya adalah dimensi ekonomi. Tidak heran jika

sosialisasi tentang keberadaan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) di

dominasi oleh kesiapan dan strategi masing-masing negara anggota di bidang ekonomi.

Namun, diatas itu semua, peneliti berkenan untuk mengingatkan bahwa dimensi

pendidikan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena pendidikan merupakan proses

pemanusiaan manusia seutuhnya yang melembaga dalam konteks budaya. Pendidikan

melahirkan subyek sosial yang memiliki mandat memimpin dan mengelola sumber

daya alam, serta menanamkan nilai-nilai moral yang sangat berguna bagi kemanusiaan.

Namun, pendidikan juga harus menyesuaikan lingkungan strategis yang

berkembang, baik di level internasional maupun dalam konteks nasional. Pendidikan
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harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan dan karakteristik

masyarakat yang berkembang. Dalam konteks nasional, Fasli Jalal menyebutkan bahwa

peran pendidikan sangat strategis dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa

mengalami pergeseran, sementara sistem sosial, politik dan ekonomi bangsa selalu

menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan.9

Perkembangan ICT (information, communication, technology), eskalasi pasar bebas

antar negara yang semakin meningkat, iklim kompetisi di berbagai bidang kehidupan

yang semakin ketat, demokrasi dan HAM, merupakan tantangan yang harus dijawab

oleh bangsa Indonesia agar bisa hidup terus dan bertahan dalam percaturan kehidupan

antar bangsa di dunia.10

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dimensi pendidikan, termasuk

pendidikan Islam harus berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat

menyongsong dan menjawab tantangan perubahan tersebut. Apabila tidak, pendidikan

Islam akan tertinggal dalam persaingan global.

Untuk selanjutnya, peneliti akan meneliti perubahan lingkungan strategis di

level regional-global, yakni peluang dan tantangan pendidikan Islam dalam merespon

keberadaan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) kedepan. Peneliti

memiliki asumsi dasar bahwasannya tidak semua lembaga pendidikan Islam di

Indonesia memiliki strategi dalam merespon keberadaan Komunitas ASEAN 2015

(ASEAN Community 2015). Banyak masyarakat menilai bahwa Komunitas ASEAN

2015 (ASEAN Community 2015) hanya memberi ruang bagi dimensi ekonomi,

keamanan dan dimensi budaya saja, padahal dimensi pendidikan mempunyai peran

9 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta; Adicita, 2001, h.6
10 Zamrozi, Paradigma Pendidikan di Masa Depan, Yogyakarta; Bayu Indra Grafika, 2000, h.158
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penting dalam mencetak manusia profesional dan bermartabat sebagai subjek

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015). Mengingat kawasan Asia

Tenggara memiliki jumlah penduduk muslim yang cukup signifikan (hampir 41% dari

jumlah penduduk Asia Tenggara), maka tidak ada salahnya jika penelitian ini

difokuskan kedalam tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi Komunitas

ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015).

Untuk lebih jelasnya rumusan masalah dalam penelitian ini akan terbagi

menjadi dua, yakni

1) Apa saja tantangan pendidikan Islam di Indonesia dalam menghadapi

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) kedepan?

2) Bagaimana strategi lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam menghadapi

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berbagai tantangan pendidikan Islam di Indonesia dalam

menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)

2. Untuk mengetahui dan merumuskan strategi lembaga pendidikan Islam di

Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN

Community 2015)

 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritik dan praktis diharapkan memberi kontribusi bagi
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1. Pengembangan konsep pendidikan Islam yang sesuai dengan perubahan

lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun tingkat global.

2. Memberi suguhan akan pendidikan Islam alternatif di tengah

perkembangan politik, ekonomi dan budaya.

D. Penegasan Judul Penelitian

 ASEAN Community 2015; merupakan kesepakatan di tingkat regional kawasan

dalam aspek ekonomi, politik keamanan, dan sosial-budaya yang dimulai tahun

2015 besok.

 Tantangan; dampak

 Pendidikan Islam; sebenarnya peneliti tidak ingin mendikotomikan aspek

pendidikan menjadi pendidikan umum dan pendidikan Islam. Peneliti hanya

mengacu kepada UU Sisdiknas No.20/2003 yang mengatakan bahwa jenis

pendidikan di Indonesia mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,

profesi, advokasi, keagamaan dan pendidikan khusus.11 Peneliti hanya ingin

melihat dan meneliti dampak kesepakatan Komunitas ASEAN, hanya di bidang

pendidikan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan

Indonesia merupakan negara terbesar yang berpeluang menjadi pemimpin

dalam Komunitas ASEAN ini.

E. Telaah Pustaka

Berikut akan dipaparkan beberapa riset yang terkait dengan Komunitas ASEAN 2015

(ASEAN Community 2015).

11 Pasal 15, Bab VI, UU Sisdiknas No.20/2003
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 Pertama adalah riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi

Global12. Riset ini fokus pada pilar pertama (dimensi ekonomi) dari 3 pilar

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015). Riset ini mendeskripsikan

tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia khususnya, dan

ASEAN pada umumnya. Dengan memakai pendekatan konsep integrasi ekonomi,

riset ini memotret bidang ekonomi ASEAN yang menyepakati adanya aliran bebas

di sektor jasa, aliran bebas investasi dan modal, serta aliran bebas tenaga terampil

dalam kerangka Komunitas ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Peluang bagi

Indonesia terkait Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) ini adalah;

dari sisi jumlah tenaga kerja, sebagian besar penduduk ASEAN (39,1%) berada di

Indonesia. Indonesia dapat menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan

pasar yang besar, sehingga bisa menjadi pusat industri. Dari sisi pasar produksi,

besarnya jumlah penduduk di kawasan dan prospek perekonomiaan yang

menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Dari sisi

peningkatan investasi, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, akan

ditindaklanjuti dengan berbagai program kerjasama regional, maka ini akan

memiliki nilai positif bagi semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Sedangkan tantangan yang muncul adalah bagaimana Indonesia bisa

mengoptimalkan semua peluang yang ada di atas. Artinya, bila Indonesia tidak

melakukan persiapan yang berarti, maka Indonesia hanya menjadi negara tujuan

12 Sjamsul Arifin, dkk. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah
Kompetisi Global. Jakarta; Elex Media Komputindo, 2008
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pemasaran (objek) bagi kesepakatan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community

2015).

Saran dan masukan dari riset ini adalah persiapan yang matang dan

peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia secara optimal menjadi

suatu kewajiban bagi pemerintah untuk merealisasikannya. Pasalnya, Komunitas

ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) jika dilihat dari kacamata ekonomi, akan

menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi aliran barang, jasa,

investasi, modal  dan tenaga terampil yang bebas.

 Tulisan yang dibuat oleh Nainggolan tentang berbagai tantangan yang muncul

dalam proses menuju Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015).13

Dalam kajian ini, Nainggolan menekankan pada dimensi keamanan dan ekonomi,

yang berdampak langsung terhadap keberadaan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN

Community 2015). Keberadaan ACFTA yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010,

telah merubah dinamika perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Banyak

negara anggota ASEAN yang belum siap dan terkesan menjadi “pasar” bagi China,

termasuk Indonesia. UKM-UKM dan produsen kecil banyak yang tutup akibat

kalah bersaing dengan China. Oleh karenanya, Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN

Community 2015) diharapkan mampu menguatkan dimensi ekonomi intra-ASEAN.

Begitu juga dengan dimensi keamanan, keberadaan Komunitas ASEAN 2015

(ASEAN Community 2015) harus mampu memecahkan semua permasalahan

keamanan seperti konflik Laut China Selatan, sengketa perbatasan, terorisme dan

13 Poltak Partogi Nainggolan, “Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)”,
Analisis CSIS, Vol.41, No.3, September 2012, h.352-379.
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transnational crime di kawasan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah semakin banyak

kerjasama yang dibangun, maka semakin matang pula komunitas ASEAN.

Setelah melihat berbagai studi diatas, hampir semua penstudi kajian

Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) menekankan pada dimensi

ekonomi dan keamanan. Untuk itu, menjadi penting kiranya dibutuhkan studi lanjutan

yang memotret berbagai peluang dan tantangan yang muncul di bidang pendidikan,

utamanya pendidikan Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut

Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian -misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain- secara holistik, dengan cara

deskripsi dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.14 Adapun jenis penelitian

(berdasarkan tempat/ruang) yang  digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian lapangan (field research).

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengkaji tentang dampak kesepakatan ASEAN Community

2015 terhadap bidang pendidikan Islam di Indonesia. Komunitas ASEAN yang

menyepakati bidang ekonomi, keamanan dan sosial budaya, tentunya akan

14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal
6.
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berdampak juga pada aspek pendidikan, termasuk pendidikan Islam di

Indonesia. Jadi penelitian ini akan menghimpun beberapa pendapat stake holder

pemerintah (Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri) dan beberapa

praktisi pendidikan Islam (madrasah, pondok pesantren dan PTAI) di Indonesia.

Namun karena keterbatasan waktu dan dana, peneliti hanya memilih sebagian

dari unsur-unsur tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan beberapa

pertimbangan, yaitu pertama, Indonesia dipandang sebagai negara berpenduduk

muslim terbesar pertama di kawasan Asia Tenggara. Kedua, kuantitas

masyarakat muslim Indonesia tersebut juga sejalan dengan jumlah institusi

pendidikan Islam yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Ketiga,

Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memimpin pembentukan

komunitas ASEAN, jangan sampai potensi besar yang dimiliki Indonesia ini

justru memperkecil peran Indonesia dalam ASEAN Community yang akan

dilaksanakan mulai tahun 2015 besok.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Data kualitatif berupa kata-kata/pernyataan-pernyataan, tulisan, angka-angka

yang dideskripsikan dan dimaknai, gambar, simbol-simbol,

gaya/gerak/sikap/perilaku.

Adapun Sumber data penelitian ini dapat dikatagorikan menjadi dua

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

adalah informan penelitian. Informan penelitian ini adalah eksekutif di

Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri,
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serta Para petinggi institusi pendidikan Islam (mulai madrasah, pesantren

sampai PTAI). Penentuan informan menggunakan teknik snow ball sampling.

Pada tahap awal penentuan informan, dicari informan kunci (key informan)

terlebih dahulu. Dari informan kunci inilah, akan dieksplorasi siapa saja yang

dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Kuantitas informan tidak dibatasi jumlahnya secara rigid, tingkat kejenuhan

data yang akan membatasi jumlah informan.

Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung

berupa artikel jurnal, buku, catatan harian, peraturan perundang-undangan,

pedoman organisasi, berita media massa dan sebagainya.

4. Teknik Koleksi Data.

Teknik koleksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

wawancara mendalam (in depth interview), dokumentasi, dan observasi.

a. Wawancara Mendalam (in depth interview)

Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data primer dari

informan penelitian. Adapun data yang akan dikumpulkan melalui wawancara

mendalam tentang ASEAN Community 2015 beserta implementasinya, dampak

ASEAN Community terhadap pendidikan Islam di Indonesia, serta strategi apa

yang disiapkan pelaku pendidikan Islam dalam menghadapi ASEAN Community

kedepan.. Adapun tipe wawancara yang dipilih adalah wawancara tidak

terstruktur (unstructured interview). Dengan konsideran, tipe wawancara ini

diasumsikan dapat menyajikan data yang dibutuhkan secara mendalam (deep),

kaya (rich), dan tebal (thick).
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Instrument yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur antara

lain buku catatan lapangan (field notebook), pulpen, recorder, kamera, interview

guide. Instrumen ini sengaja disiapkan untuk merekam proses dan hasil

wawancara secara menyeluruh, sehingga keseluruhan data dapat dikoleksi

secara layak dan memadai.

b. Observasi.

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui

pengamatan seputar persiapan pelaksanaan ASEAN Community, dan persiapan

Indonesia dalam menghadapinya. Adapun instrumen observasi yang digunakan

adalah observation guide, camera, buku catatan lapangan (field notebook).

c. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa

dokumen, dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental, yang

terkait dengan ASEAN Community serta kendala dan tantangan yang dihadapi

Indonesia, khususnya bidang pendidikan Islam. Dokumen yang berbentuk

tulisan yang akan dikumpulkan berupa dokumen kesepakatan ASEAN

Community 2015, notulensi rapat, catatan harian pengurus, berita media cetak,

artikel jurnal maupun buku yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data

kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
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milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.15

Analisa kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah versi

Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif  terdiri dari tiga alur kegiatan yang

terjadi secara interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data

display), dan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).16

Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas.

Reduksi data (data reduction) adalah proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan, dan transformasi data “kasar”

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung

secara terus-menerus, bahkan sudah dimulai sebelum data terkumpul, ketika

peneliti memutuskan kerangka konseptual, lokasi penelitian, masalah penelitian,

dan teknik pengumpulan data yang dipilih. Demikian pula, selama

pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya, dengan

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

membuat partisi, membuat memo. Reduksi data berlanjut terus sesudah

pengumpulan data lapangan, sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

Penyajian data (data display) adalah penyajian sekumpulan informasi

tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

15 Lihat Robert C.Bogdan dan Kopp Sari Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction to
Theory and Methods, (London, Allyn and Bacon, 1982).
16 Mattthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitatif Data Analysis, (New York Sage Publication,
1984), Terj. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI Press,
1992) hal 16.
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pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam

penelitian kualitatif dalam bentuk teks naratif. Selain itu dapat berupa grafik,

matrik, hubungan antar katagori/network dan chart.

Menarik kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification), yakni

mencari arti/ makna data,  mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Pada

tahap awal kesimpulan dapat dirumuskan secara longgar, terbuka, skeptis, lalu

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kuat. Selanjutnya,

penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara induktif.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data.

Untuk memastikan keabsahan data (uji kredibilitas) dilakukan

triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat (peer group). Triangulasi

dilakukan dengan cara triangulasi teknik pengumpulan data, sumber data, dan

waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama

dengan teknik yang berbeda yaitu dengan wawancara mendalam, observasi dan

dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan menayanyakan hal yang

sama melalui sumber yang berbeda, yakni para informan penelitian. Triangulasi

waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dalam berbagai

kesempatan/beberapa kali bisa pagi, siang, sore, mapun malam hari. Sedangkan

diskusi dengan teman sejawat ((peer group) dilakukan untuk mendiskusikan

hasil penelitian yang sifatnya sementara dengan dosen-dosen di Jurusan Politik
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Islam. Melaui diskusi sejawat akan diperoleh apresiasi, kritik, masukan dan

saran.17

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing

membicarakan masalah yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci,

pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, prior research,  metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab kedua akan membahas kerangka konseptual dan teori yang akan dipakai

dalam penelitian ini, yakni regionalisme, integrasi ekonomi dan keuangan, serta

integrasi di dalam pendidikan.

Bab ketiga akan mendeskripsikan setting penelitian ini, yakni menggambarkan

profil dan tujuan ASEAN, kesepakatan komunitas ASEAN (ASEAN Community) 2015

beserta tinjauan empirik pendidikan Islam di Indonesia yang meliputi; lembaga

pendidikan Islam tingkat dasar dan menengah, lembaga pendidikan pondok pesantren,

serta lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi.

Bab keempat adalah analisis dan jawaban dari rumusan masalah, yakni

tantangan pendidikan Islam di Indonesia atas kesepakatan Komunitas ASEAN 2015

(ASEAN Community 2015) dan strategi-strategi lembaga pendidikan Islam dalam

menghadapi tantangan tersebut.

17 Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Afabeta, 2009) hal 209-210.
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Bab kelima akan memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi bagi

peneliti-peneliti berikutnya yang juga memiliki ketertarikan pada tema di atas.
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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Regionalisme

Di dalam studi hubungan internasional, regionalisme sangat erat hubungannya

dengan studi kawasan (area studies). Menurut Mansbaach, region atau kawasan adalah

pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya,

perdagangan dan interdependensi dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan,

komunikasi, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.18

Lebih, lanjut, Rudy menambahkan bahwa hal terpenting dari kajian

regionalisme adalah meninjau derajat keeratan (level of cohesion), struktur dalam

pelaksanaan peran atau percaturan politik (structure of relations) dalam suatu kawasan,

serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerjasama regional tersebut.19

Hurrel lebih dalam menambahkan bahwa proses menuju regionalisme memiliki

beberapa tahapan, yakni; pertama, regionalisasi, yakni merujuk pada proses

pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah, yang proses interaksi

sosial dan ekonominya cenderung tidak terarah. Proses ini bersifat alami dimana

dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga dan secara geografis

berdekatan, melakukan serangkaian kerjasama guna memenuhi berbagai kebutuhan

yang tidak bisa dipenuhi sendiri.20

18 Richard W. Mansbaach, dalam Nuraeni Suparman dkk, Regionalisme dalam Studi Hubungan
Internasional, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, h.1
19 T. May Rudy, Studi Kawasan; Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, Bandung; Bina
Budaya, 1997, h.22
20 Ibid, h.39
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Proses kedua adalah proses kesadaran dan identitas regional. Pada tataran ini,

kesadaran regional merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu

komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat, misalnya sering

didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau agama. Adakalanya

kesadaran regional ini juga bersifat eksternal, terutama misalnya menyangkut masalah

ancaman keamanan.

Ketiga, proses regionalisme lebih dalam terikat lagi kedalam bentuk kerjasama

regional antar negara. Kerjasama disini bisa memiliki tujuan yang sangat luas. Di satu

sisi, kerjasama bisa menjadi sarana dalam merespon berbagai tantangan eksternal, disisi

lain kerjasama bisa dikembangkan guna menjamin tercapainya berbagai tujuan, nilai

bersama atau sekedar untuk memecahkan masalah bersama.

Keempat, integrasi regional yang didukung oleh negara. Salah satu sub kategori

penting dalam kerjasama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi regional

melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang disusun untuk

mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa,

dan manusia. Atau lebih lanjut bisa berupa perluasan penghapusan hambatan non-tarif,

regulasi pasar dan pengembangan kebijakan bersama.

Kelima, tahap kohesi regional. Pada level ini akan terbentuk ‘tujuan akhir

tertentu’, yakni terbentuknya suatu komunitas politik yang baru. Fokusnya adalah

penyatuan kedaulatan yang mengarah pada munculnya bentuk komunitas politik baru.

Dalam konteks ini, Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015), bisa dijadikan

contoh tahapan kohesi regional di kawasan Asia Tenggara.21

21 Andrew Hurrel, Regionalism in World Politics, US; Oxford University Press, 1995, h.39-45
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Terdapat dua premis dasar untuk memahami regionalisme, yakni pertama,

regionalisme dipandang sebagai tanggapan terhadap globalisasi. Kedua, regionalisme

dipandang sebagai produk dari dinamika internal suatu kawasan, berikut motivasi dan

strategi-strategi dari aktor-aktor regional.22

Berkaitan dengan premis pertama diatas, Masahiro dan Cheng Guan

menyepakati bahwasannya regionalisme hadir sebagai hasil dari suatu proses

globalisasi yang menyeruakkan kecenderungan homogenisasi. Bagaimana proses

globalisasi telah memberikan suatu efek terhadap terciptanya respon regional. Masahiro

dan Cheng Guan juga menyarankan untuk tidak melihat regionalisme sebagai apriori,

tetapi lebih kepada pembentukan secara sosial. Hal ini disebabkan bahwa dalam

perkembangan pembentukan regionalisme, aspek sosial dalam menciptakan identitas

bersama menjadi penting artinya dalam mengupayakan entitas regional yang kuat,

selain tentunya aspek ekonomi dan politik. Ini menekankan bahwa regionalisme

merupakan sebuah konsep yang multidimensional, dengan proses pembentukannya

yang kompleks dan melibatkan banyak aktor.23

Sedangkan dalam premis kedua yang memaknai regionalisme sebagai strategi

mendapat respon dari Sideri, yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara dapat

terwujud melalui kerjasama kawasan (regional) daripada kerjasama dan liberalisasi

perdagangan multilateral. Oleh karenanya, eskalasi dan penguatan kerjasama kawasan

22 Marry Farrel, “The Global Politics of Regionalism; An Introduction”, dalam Marry Farrel dan Bjorn
Hettne, Global Politics of Regionalism, London; Pluto Press, 2005, h.120
23 Kashima Masahiro dan Benny The Cheng Guan, “New Regionalism in Comparison, The Emerging
Regions of East Asia and The Middle East”,
http://dspace.lib.kanazawau.ac.jp/dspace/bitstream/2297/4464/I/KJ00004371022.pdf
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(regional) tidak dapat dibendung dewasa ini. Negara-negara di suatu kawasan harus

mampu memahami pernyataan, tetangga lebih mengerti kita, daripada orang-orang

yang jauh dari kita. Teknisnya, bisa dengan membangun kerjasama ekonomi di

kawasan tertentu. Negara-negara di kawasan tidak perlu mengkhawatirkan tidak terjadi

peningkatan, karena sebenarnya di masing-masing kawasan terdapat negara-negara

kuat dan maju, yang apabila negara tersebut rela bekerjasama bisa meningkatkan

derajat perekonomian negara tetangga dan sekitarnya secara substansial. Misalnya di

kawasan Asia Tenggara, yang memiliki Singapura dan Malaysia yang secara ekonomi

lebih kuat dari negara lainsesama negara anggota ASEAN. Selain itu, proses liberalisasi

perdagangan negara-negara di satu kawasan akan lebih mudah karena negosiasinya

hanya dilakukan oleh beberapa negara.

Senada dengan konsep regionalisme, peneliti juga berkenan untuk memberikan

sedikit rujukan tentang makna komunitas, sebagai konsep turunan dari regionalisme.

Menurut Emmanuel Adler dan Michael Barnett, komunitas memiliki tiga karakteristik,

yakni; (1) para anggota komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan

pengertian-pengertian. (2) mereka yang berada dalam komunitas memiliki hubungan

langsung, interaksi yang terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain

khusus yang terisolasi, melainkan hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai

keadaan atau tatacara. (3) komunitas menunjukkan resiprotas yang mengekspresikan

derajat tertentu kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan bersifat

mementingkan orang lain (altruism); kepentingan jangka panjang didorong oleh
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pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan altruism dapat dipahami sebagai

suatu rasa kewajiban serta tanggung jawab.24

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa dalam sebuah komunitas, sekalipun

dalam interaksinya yang semakin kuat, terdapat nilai-nilai dan pengertian serta

kebersamaan, tetapi tetap saja dalam tingkah laku anggotanya masih ada yang didasari

oleh kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan antar negara anggota yang

berbeda sudah pasti menimbulkan gesekan dan rivalitas dalam komunitas tersebut.

Kedua, selama negara–negara anggota tersebut belum memiliki sense of community,

maka proses penyatuan negara anggota tersebut dalam komunitas akan susah terwujud.

Sense of community disini adalah suatu perasaan bahwa para anggotanya mempunyai

rasa memiliki, satu perasaan dimana para anggota peduli satu sama lain, berbagi

kepercayaan bahwa kebutuhan anggotanya dapat dipenuhi melalui komitmen mereka

untuk bersama.

B. Integrasi Ekonomi

Beberapa pengamat merumuskan integrasi sebagai suatu proses, sedangkan

yang lain memandang integrasi sebagai suatu terminal atau “condition of being

integrated”. Namun dalam prakteknya, para sarjana sering menggunakan silih berganti

(interchangeably). Ernst B. Haas mengartikan konsep integrasi sebagai “a process for

the creation of political communities defined institutional or attitudinal terms”.

Penstudi lain mengatakan bahwa integrasi berkaitan dengan kajian bagaimana dan

mengapa negara-negara menyerahkan kedaulatannya kepada para tetangganya,

24 Emmanuel Adler dan Michael Barnet dalam CPF. Luhulima, Masyarakat Asia Tenggara Menuju
Komunitas ASEAN 2015, Jakarta; P2P LIPI, 2008, h.14-15
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sehingga seakan-akan ia kehilangan sebagian kedaulatannya menyatu kedalam suatu

bentuk kerjasama (organisasi). Kerjasama regional yang dibentuk kedalam organisasi

dijadikan sebagai perwujudan atas proses dan kondisi lahirnya suatu persekutuan dalam

berbagai landasan pijaknya (baik regional maupun internasional) sekalipun.

Istilah “integrasi” dalam ekonomi digunakan untuk menggambarkan kombinasi

atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industri, baik secara vertical maupun

horizontal. Integrasi secara vertical mengacu kepada penyatuan (unifikasi) antara

supplier dan buyer, sedangkan secara horizontal mengacu kepada keterkaitan (linkages)

suatu perusahaan dengan kompetitornya. Kemudian istilah integrasi ekonomi dalam

konteks negara, menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan,

diawali dengan kemunculan teori Custom Union ala Viner.25

Selama ini belum ada definisi baku tentang integrasi ekonomi, banyak para

ekonom yang mengembangkan berbagai definisi integrasi ekonomi dari berbagai sudut

pandang yang berbeda. Sebut misalnya definisi yang dipaparkan Balassa. Integrasi

ekonomi merupakan konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara

yang berbeda maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan

dalam diskriminasi. Tinbergen mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai bentuk

penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi dan sebagai bentuk penyerahan

kebijakan pada lembaga bersama. Sementara Holzman menyatakan integrasi ekonomi

sebagai situasi dimana dua kawasan menjadi satu atau memiliki satu pasar yang

ditandai harga barang dan factor produksi yang sama diantara dua kawasan tersebut.

Definisi tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam pergerakan barang, jasa

25 Viner merupakan orang pertama yang meletakkan dasar-dasar teori custom union yang
mempresentasikan pokok-pokok teori tradisional integrasi ekonomi.
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dan faktor produksi diantara dua kawasan dan adanya lembaga-lembaga yang

memfasilitasi pergerakan tersebut.

Dari berbagai definisi diatas, Jovonic dalam Sjamsul Arifin, menyimpulkan

bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus

didefinisikan secara hati-hati. Secara umum, integrasi ekonomi dapat didefinisikan

sebagai sebuah proses dimana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan

tingkat kemakmurannya. Dalam ikhtiar peningkatan kemakmuran tersebut, integrasi

dinilai suatu kebijakan yang paling rasional disbanding dengan ikhtiar secara individu

dan unilateral. Integrasi pada tingkatan yang lebih tinggi mensyaratkan mobilitas yang

bebas atas faktor produksi dalam intra-kawasan, termasuk hambatan pergerakan faktor

produksi antar area yang terintegrasi.

C. Konsep-konsep dalam Integrasi Ekonomi

Kerangka teori integrasi ekonomi diatas akan dispesifikkan dan diturunkan

kedalam berbagai konsep untuk bisa membaca realitas data tentang komunitas ASEAN

(ASEAN Community). Diantara konsep yang muncul adalah konsep integrasi pasar dan

integrasi kebijakan, integrasi ekonomi dan politik, serta integrasi ekonomi dan

kedaulatan.

 Integrasi Pasar dan Integrasi Kebijakan

Proses integrasi ekonomi selalu ditandai oleh adanya proses integrasi

pasar, diantara anggota yang terintegrasi. Integrasi pasar tersebut tidak akan

bisa berjalan mulus tanpa adanya integrasi kebijakan diantara negara-negara

anggota.
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Integrasi pasar merupakan suatu konsep dimana pelaku pasar dalam

kawasan yang berbeda akan digerakkan oleh supply dan demand. Kondisi ini

ditunjukkan dengan pergerakan lintas batas barang, jasa dan faktor produksi

yang meningkat pesat dalam satu union. Pelkman menambahkan, dalam pasar

barang dan jasa yang homogen secara sempurna, intensitas integrasi pasar

dalam suatu kawasan diukur melalui tingkat konvergensi harga dalam suatu

union.26

Dalam proses integrasi pasar diatas, harus juga dibarengi dengan

integrasi kebijakan, dalam rangka upaya integrasi ekonomi secara paripurna.

Integrasi kebijakan ditandai oleh adanya kebijakan ekonomi bersama yang

berlaku diantara negara-negara yang terintegrasi. Integrasi kebijakan ini

mencakup berbagai tipe kebijakan ekonomi dengan berbagai instrument atau

regulasi yang berbeda.

 Integrasi Ekonomi dan Politik

Integrasi ekonomi antar negara dalam suatu kawasan mengasumsikan

hubungan yang erat antara integrasi ekonomi dan integrasi politik. Koordinasi

kebijakan ekonomi memerlukan keputusan politik diantara negara yang

berpartisipasi. Sebagai contoh Eropa, pengalaman Eropa atas European

Economic Community (EEC) bisa dilihat bersama. Balassa menambahkan

bahwa upaya untuk mencapai integrasi ekonomi tanpa melakukan koordinasi

kebijakan ekonomi (yang pada dasarnya keputusan politik) akan mengalami

kegagalan.

26 Pelkman, 2001
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Dalam kasus EU pada awalnya integrasi ekonomi bandul

kepentingannya lebih berat kepada tujuan politik ketimbang liberalisasi

ekonomi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, yang terjadi justru

sebaliknya, pertimbangan ekonomi menjadi prioritas dibanding kerjasama

kebijakan luar negeri. Ini yang membedakan antara EU dan ASEAN, proses

awal integrasi di ASEAN tidak ditandai oleh kuatnya dukungan politik

sebagaimana yang terjadi di EU. Proses awal integrasi ASEAN justru diwarnai

keraguan yang meluas diantara pengambil kebijakan dan juga pelaku usaha

akan manfaat integrasi. Inilah salah satu faktor proses integrasi di kawasan Asia

Tenggara berjalan lambat.

 Integrasi Ekonomi dan Kedaulatan

Menurut Mathews, integrasi ekonomi dapat dicapai melalui pendekatan

supranasional dan inter-governmental. Maksud dari pendekatan supranasional

disini adalah negara anggota sepakat untuk menjalankan sebagian kedaulatan

mereka secara bersama, yakni dengan menyerahkan sebagian kedaulatan

mereka kepada lembaga supranasional. Sedangkan pendekatan inter-

governmental ditandai dengan tidak adanya sharing kedaulatan diantara negara

anggota, sehingga negara-negara tersebut memiliki hak veto untuk menolak

penawaran kesepakatan regional.

Sehubungan dengan aspek kedaulatan diatas, kritik yang sering

dilontarkan terhadap kesepakatan integrasi ekonomi adalah integrasi akan

mengurangi kedaulatan nasional suatu negara, karena negara tersebut akan

menyerahkan sebagian kedaulatan mereka kedalam lembaga supranasional.
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Sehingga muncul pertanyaan, apakah dengan penyerahan kedaulatan tersebut

berbanding lurus dengan manfaat yang diperoleh suatu negara jika

menandatangani kesepakatan integrasi ekonomi, ataukah justru sebaliknya?.

 Tahapan Integrasi Ekonomi

Terdapat beberapa tahapan dalam integrasi ekonomi. Menurut Balassa,

tahapan integrasi ekonomi terbagi kedalam enam tahap. Untuk lebih jelasnya,

akan dipaparkan dalam bentuk tabel

Tabel 2.1

Tahapan Integrasi Bela Balassa

Tahapan Keterangan

Preferential Trading

Area (PTA)

Blok perdagangan yang memberikan keistimewaan

untuk produk-produk tertentu dengan melakukan

pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya

sama sekali.

Free Trade Area

(FTA)

Suatu kawasan dimana tarif dan kuota antara negara

anggota dihapuskan, namun masing-masing negara

tetap menerapkan tariff mereka masing-masing

terhadap negara bukan anggota

Customs Union

(CU)

Merupakan free trade area (FTA) yang meniadakan

hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota

dan menerapkan tariff yang sama terhadap negara
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bukan anggota

Common Market

(CM)

Merupakan customs union (CU) yang juga

meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan

faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal).

Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan

dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.

Economic Union

(EU)

Merupakan suatu common market (CM) dengan tingkat

harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang

signifikan (termasuk kebijakan structural).

Total Economic

Integration

Penyatuan moneter, fiskal dan kebijakan sosial yang

diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional

dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi

seluruh negara anggota.

Tahapan integrasi ini memberikan urutan (sequencing) untuk keperluan

analisis dan membantu memahami tambahan kebijakan yang diperlukan dalam

setiap tahapan integrasi apabila suatu kelompok negara ingin mencapai tahapan

integrasi yang lebih tinggi.

Tahapan integrasi ekonomi Balassa ini selanjutnya akan dijadikan

pijakan dasar dalam menganalisis integrasi di kawasan Asia Tenggara.

Kesepakatan Komunitas ASEAN dalam perspektif Balassa berada dalam

tahapan keberapa, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian akan dibahas
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dalam bab IV. Analisis berikutnya akan dititikberatkan pada tantangan yang

muncul dalam pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam.

D. Integrasi Ekonomi vis a vis Integrasi Pendidikan

Setelah panjang lebar berbicara tentang integrasi ekonomi sebagai hasil dari

konsep regionalisme, peneliti berkenan untuk menambahkan aspek integrasi di dalam

pendidikan.

Pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia seutuhnya yang telah

melembaga dalam konteks budaya. Pada tataran ini, pendidikan berfungsi sebagai

pemberi warna yang melahirkan subjek sosial yang memiliki mandat memimpin dan

mengelola sumber daya alam semesta menjadi bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk

itu, manusia sudah semestinya melakukan integrasi dengan lingkungan dimana dia

berada.

Manusia sempurna adalah manusia yang berposisi sebagai subjek. Sebaliknya,

manusia yang hanya beradaptasi adalah manusia yang hanya berposisi sebagai objek.

Sedangkan adaptasi tidak lebih dari bentuk pertahanan diri yang paling rapuh.

Seseorang akan melakukan tindakan penyesuaian diri (adaptasi), karena dia tidak

mampu mengubah realitas.

Pada konteks ini sudah semestinya pendidikan harus diarahkan pada praktik

yang mencerdaskan, mencerahkan dan membebaskan. Cerdas, cerah dan bebas dari

ketidakadilan, penindasan, pembodohan, dan pemiskinan. Islam juga mengajarkan

tentang kebebasan dalam memilih, menyatakan pendapat dan melakukan sesuatu

berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu, karena Allah SWT menciptakan manusia
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dengan suatu fitrah (nature). Atau secara sederhananya bisa ditafsirkan bahwa

kebebasan merupakan sesuatu yang given by God. Bebas dari ketertindasan, kebodohan

dan kemiskinan adalah hak asasi setiap manusia, yang manusia lainnya tidak bisa

merampasnya. Hal ini sama artinya dengan pemerataan kecerdasan (smart equality),

pemerataan kesejahteraan hidup (welfare equality) dan pengakuan eksistensi diri adalah

mutlak milik setiap orang dan setiap warga negara. Untuk itu, agar memiliki

kecerdasan yang berefek pada peningkatan kesejahteraan hidup dan eksistensi diri,

maka peran pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan sangat berkontribusi terhadap

pembentukan subjek sosial yang memiliki mandat memimpin dan mengelola sumber

daya alam semesta menjadi bermanfaat bagi kemanusiaan. Melalui pendekatan ini,

peran pendidikan Islam diarahkan dan dibentuk dalam merespon lingkungan yang

berkembang, khususnya dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN

Community 2015).

Freire menambahkan, dalam konteks memperoleh kebebasan, maka warga

negara/masyarakat harus diarahkan terlebih dahulu dengan proses kesadaran.

Kesadaran akan penindasan, kesadaran akan eksploitasi dan kesadaran tentang

ketimpangan yang terjadi. Inilah yang harus diperjuangkan dalam rangka memperoleh

kebebasan. Freire menyebut konsep ini dengan konsientisasi, yakni merupakan konsep

yang akan membebaskan dimensi pendidikan dari konflik sosial. Konsientisasi ini

merupakan sebuah usaha kritis dalam menguak realitas yang berkaitan erat dengan

partisipasi politik. Artinya, tidak aka nada konsientisasi jika tidak menghasilkan

kesadaran kaum tertindas sebagai kelompok yang dieksploitasi, agar berjuang
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memperoleh kebebasan.27 Guru sebagai pendidik, dan masyarakat (yang memperoleh

didikan) secara bersama-sama menerapkan konsientisasi, dengan tahapan proses

penyadaran dan pembebasan.

ASEAN Community 2015 yang menyepakati aliran bebas modal, investasi dan

tenaga kerja terampil akan menuntut dimensi pendidikan untuk bisa menyesuaikan

perkembangan yang ada. Pendidikan yang qualified diharapkan mampu meningkatkan

SDM masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia mampu menjadi subjek dari

kesepakatan ASEAN Community, dimana persaingannya naik satu level, menjadi

persaingan regional.

Pendidikan adalah pondasi utama dalam peningkatan kualitas SDM yang

tangguh, mandiri dan bebas, seperti yang diwacanakan Freire diatas. Kita masyarakat

Indonesia yang mayoritas muslim harus mampu menjadi pemimpin dalam komunitas

ASEAN, sehingga penyerahan sebagian kedaulatan kedalam organisasi regional

berbanding lurus dengan manfaat yang akan diperoleh.

E. Pendidikan Islam; Tinjauan Konseptual

Al-Syaibany mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengembangan

tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam

sekitarnya.28 Mariamba menambahkan, pendidikan Islam merupakan bimbingan secara

27 Paulo Freire, Politik Pendidikan; Kebidayaan Kekuasaan dan Pembebasan, Penerjemah Agung
Prihantoro, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002, h.207
28 Omar Mohammad al-Syaibany, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1979, h.32
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sadar oleh pendidik terhadap pengembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju

terbentuknya kepribadian yang utama (kamil).29

Dari dua pemikiran diatas, bisa disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam

posisinya satu langkah lebih maju, karena selain menata dan mengembangkan pribadi

secara lahiriah, pendidikan Islam juga sekaligus mengembangkan fitrah peserta didik,

baik ruh dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan

mendukung bagi pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah fi al-ardh.

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan

kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan

melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), perasaan dan indera. Oleh karenanya,

pendidikan Islam hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta

didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa (baik secara

individu maupun kolektif). Tujuan akhir pendidikan Islam ini tidak lain adalah

perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT, baik secara pribadi,

komunitas, maupun seluruh umat manusia.

Senada dengan hal diatas, Khan mendefinisikan maksud dan tujuan pendidikan

Islam sebagai berikut;

a) Memberikan pengajaran al-Qur’an sebagai langkah pertama pendidikan

b) Menanamkan pengertian-pengertian berdasarkan pada ajaran-ajaran

fundamental Islam yang terwujud dalam Qur’an dan Sunnah, bahwa ajaran-

ajaran ini bersifat pribadi

29 Ahmad D. Mariamba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung; Al-Ma’arif, 1989, h.19
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c) Memberikan pengertian-pengertian dalam bentuk pengetahuan dan skill dengan

pemahaman yang jelas bahwa hal-hal tersebut dapat berubah sesuai dengan

perubahan-perubahan dalam masyarakat

d) Menanamkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tanpa basis iman dan Islam

adalah pendidikan yang tidak utuh atau pincang

e) Menciptakan generasi muda yang memiliki kekuatan baik dalam keimanan

maupun dalam ilmu pengetahuan

f) Mengembangkan manusia Islami yang berkualitas tinggi dan diakui secara

universal.30

Namun perlu dicatat, meskipun pendidikan Islam muaranya adalah ketaatan

makhluk atas Khaliq, bukan berarti pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada aspek

rohani saja. Pendidikan Islam sangat memperhatikan perkembangan zaman. Banyak

sekali institusi pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu sosial, kedokteran,

arsitektur, disamping pengajaran pendidikan agama. Kontekstualisasi pendidikan Islam

ini semangatnya dibangun untuk “ketaatan” kepada Allah SWT dalam bentuk lain,

karena diharapkan kaum muslim bisa bersaing dengan kaum yang lain dan diharapkan

memiliki kualitas SDM yang memadai, memiliki keahlian dan bisa bermanfaat yang

lebih luas kepada umat.

Kontekstualisasi pendidikan Islam wajib dilakukan, mengingat perkembangan

dunia yang sangat cepat dan dinamis. Globalisasi misalnya, telah berdampak terhadap

semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Globalisasi memaksa

Indonesia, khususnya pendidikan Islam untuk merubah orientasi pendidikannya menuju

30 Sharif Khan, Islamic Education, New Delhi; Ashish Publishing House, 1986, h.37-38
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pendidikan yang tidak hanya berorientasi kuantitas, tetapi yang lebih utama berorientasi

kualitas, kompetensi dan keahlian. Kaum muslim harus melakukan peningkatan

kualiatas SDM-nya untuk bisa bersaing secara nasional, regional, maupun global.

Dalam konteks kesepakatan komunitas ASEAN, pendidikan Islam wajib

merespon perubahan lingkungan strategis di tingkat regional, dengan harapan kaum

muslim di Indonesia khususnya dan muslim Asia Tenggara secara umum, bisa

mengambil manfaat dan energi positif perubahan lingkungan strategis tersebut.

F. Konsep Lingkungan Strategis

Ilmu sosial adalah ilmu yang dinamis, tidak statis. Artinya dari setiap action,

kebijakan dan strategi yang muncul selama ini, idealnya adalah memperhatikan

perubahan lingkungan strategis yang berkembang. Lingkungan strategis adalah suatu

lingkungan dan keadaan yang memiliki arti penting terhadap setiap perubahan-

perubahan sosial di masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut bisa berupa perubahan

di tahap internal maupun eksternal.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai strategi, yakni menurut

Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar

suatu organisasi dapat melihat secara objektif, kondisi-kondisi internal dan eksternal,

sehingga organisasi tersebut dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Dalam hal ini, dapat dibedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor

dan pesaing. Jadi, perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan

bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan
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dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Maka, untuk memahami konsep

perencanaan strategis, kita perlu memahami pengertian konsep mengenai strategi.31

Menurut Mintzberg32, konsep strategi itu sekurang-kurangnya memiliki lima arti

yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu;

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara

rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.

2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi maupun inkonsistensi

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.

4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi

dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.

5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para

pesaing.

Dalam mendokumentasikan strategi melibatkan identifikasi tujuan, inisiatif, dan ukuran

hasil.

 Tujuan strategis (strategic goals); ini adalah tujuan utama dari perusahaan.

Tujuan strategis biasanya memerlukan beberapa tahun untuk menyelesaikannya.

Perubahan tujuan strategis dibuat sebagai tahapan berdasar atas perubahan

hukum dan peraturan.

31 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing
Communication, Jakarta; Gramedia, 2009, h.3
32 Henry Mintzberg, “Cycles of Organizational Change”, Strategic Management Journal, Vol.13, 2007,
h.39-41
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 Inisiatif strategis (strategic initiatives); ini adalah kegiatan bisnis dan teknologi,

program dan proyek yang memungkinkan pencapaian tujuan strategis, seperti

itu mereka dapat mempengaruhi arah fundamental suatu organisasi.

 Ukuran strategis (strategic measures); ini adalah hasil tindakan yang

mengidentifikasikan bahwa sebuah inisiatif strategis telah berhasil memenuhi

tujuan strategis. Target atau hasil tersebut akan datang ketika suatu organisasi

mencapai misinya.
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BAB III

KOMUNITAS ASEAN 2015 DAN

TINJAUAN EMPIRIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum ASEAN

Organisasi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada

tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara, yakni Indonesia, Malaysia,

Filipina, Singapura dan Thailand melalui penandatanganan suatu deklarasi, atau yang

biasa disebut dengan Deklarasi Bangkok. Negara-negara sekawasan lainnya turut

bergabung sesudahnya, yakni Brunai Darussalam (bergabung 8 Januari 1984), Vietnam

yang bergabung tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung tanggal 23 Juli

1997 dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999, sehingga sampai saat ini jumlah

Negara anggota ASEAN mencapai sepuluh Negara. Logo ASEAN yang sedianya

hanya mewakili lima Negara anggota, masing-masing direpresentasikan dengan satu

batang padi, kemudian diubah menjadi sepuluh batang padi untuk menggambarkan

kesepuluh Negara anggota yang berada dalam satu kawasan.33

Dalam dokumen Deklarasi Bangkok, tercantum maksud dan tujuan didirikannya

ASEAN, yakni (1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan

perkembangan budaya di kawasan melalui usaha bersama dengan semangat kesadaran

dan partnership dalam rangka memperkuat dasar-dasar masyarakat bangsa Asia

Tenggara yang damai dan sejahtera, (2) untuk mempromosikan stabilitas dan

perdamaian kawasan dengan menghormati keadilan dan hukum dalam berhubungan

33 Jamil Maidan Flores dan Jun Abad. Based on the First Chapter of ASEAN at 30.
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antara Negara-negara di kawasan serta selaras dengan prinsip-prinsip Perserikatan

Bangsa-Bangsa. (3) meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam

masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial,

teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi, (4) saling memberikan bantuan dalam

bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi,

teknik dan administrasi, (5) bekerjasama dengan lebih efektif guna meningkatkan

pemanfaatan pertanian dan industry mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian

masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan

komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka, (6) Memajukan

pengkajian mengenai Asia Tenggara, (7) memelihara kerjasama yang erat dan

bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang mempunyai

tujuan serupa, serta menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara

erat diantara mereka sendiri.34

Meskipun ASEAN pada dasarnya merupakan wadah kerjasama di bidang

ekonomi, sosial dan budaya, kerjasama ASEAN mencakup pula bidang politik dan

keamanan. Deklarasi Bangkok tahun 1967 secara eksplisit berlatar belakang aspirasi

dan komitmen politik para pemimpin Negara-negara pendiri ASEAN untuk bersatu

dalam suatu wadah kerjasama. Alasan pembentukan didasarkan atas kehendak politik,

yaitu keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas regional yang sangat diperlukan

bagi pembangunan ekonomi nasional Negara-negara di kawasan.35

Guna mewujudkan tujuan ASEAN diatas, pada tahun 1976 ditandatangani suatu

perjanjian (treaty) yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam berhubungan antar

34

35 Direktorat Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta; Ditjen Kerjasama ASEAN
Departemen Luar Negeri RI, 1999, h.1
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sesama negara penandatangan. Perjanjian ini bernama Treaty of Amity and Cooperation

(TAC). Perjanjian ini menganut beberapa prinsip, yakni;

 Mutual respect for independence, sovereignty, equality, territorial, integrity and
national identity of all nations.

 The right of every state to lead its national existence free from external
interference, subversion of coercion.

 Non-interference in the internal affairs of one another.
 Renunciation of the threat or use of force, and
 Effective cooperation among them selves.

Perjanjian TAC diatas menyatakan bahwa kerjasama dan dialog politik serta

keamanan haruslah ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian kawasan

melalui peningkatan kemajuan kawasan. Kemajuan kawasan haruslah dicapai melalui

kerjasama di segala bidang dan didasarkan pada prinsip-prinsip self confidence, self

reliance, mutual respect, cooperation and solidarity. Hal-hal tersebut akan memperkuat

landasan pembentukan masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, terjadi peningkatan tren regionalisme.

Regionalisme ASEAN dewasa ini bukan hanya dilatar belakangi oleh kepentingan

politik dan keamanan, namun juga menitikberatkan kepentingan ekonomi. Integrasi Uni

Eropa merupakan salah satu bentuk integrasi kawasan yang dipandang paling sukses

dalam sistem ekonomi internasional. Pembentukan Uni Eropa dan ASEAN dilatar

belakangi oleh prinsip-prinsip yang berbeda, namun dalam menghadapi era liberalisasi

dan globalisasi ekonomi, mekanisme regionalisme model integrasi Uni Eropa

seringkali menjadi impian dan cita-cita ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN

yang pada mulanya cenderung politis (upaya untuk kemerdekaan masing-masing

Negara anggota dari kepentingan Super Power), dengan cara memperkuat sistem

pemerintahan masing-masing Negara anggota tanpa mengorbankan kedaulatan nasional
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dan tanpa mencampuri urusan dalam negeri Negara anggota lainnya. Dari sini bisa

dilihat bahwasannya pada awalnya kerjasama ASEAN tidak harus mengintegrasikan

sistem ekonomi regional lama-lama menjadi pudar. Komitmen untuk mempertahankan

tujuan awal tersebut telah bergeser, yakni menyesuaikan diri dengan mekanisme

globalisasi ekonomi, sehingga integrasi ekonomi ASEAN pun menjadi niscaya untuk

dilakukan.

Komitmen para anggota ASEAN untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi

sudah dirintis sejak tahun 1977 dalam sidang Menteri Ekonomi ASEAN III di Manila.

Pertemuan sidang ini membentuk 5 komite kerjasama ekonomi ASEAN, yakni; Komite

Kerjasama Keuangan dan Perbankan, Komite Kerjasama Pangan, Pertanian dan

Kehutanan, Komite Industri, Mineral dan Energi, Komite Pengangkutan dan

Komunikasi, serta Komite Perdagangan dan Kepariwisataan. Mekanisme kerjasama

ekonomi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan arus ekonomi intra-kawasan yang

saling melengkapi.36 Sayangnya, implementasi wacana tersebut berjalan lambat dan

tersendat-sendat, karena masing-masing anggota belum memiliki komitmen yang kuat

untuk ‘mengorbankan’ kedaulatan dan membuka akses yang lebih besar bagi

mekanisme pasar, sehingga upaya dan semangat saling melengkapi ekonomi intra-

kawasan diatas tidak bergerak seiring dengan kecepatan globalisasi ekonomi.

Dalam konteks kemandegan liberalisasi ekonomi ASEAN, Akrasanee

menambahkan bahwa ASEAN saat ini belum memiliki institusi khusus yang dapat

36 Ratna Shofi Inayati, 33 Tahun ASEAN, Keberhasilan dan Kegagalan di Dalam Menuju ASEAN Vision
2020; Tantangan dan Inisiatif. Editor; Ganewati Wuryandari. Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI,
2000, h.15
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menjamin pelaksanaan perjanjian-perjanjian kerjasama regional secara optimal.37 Baru

pada saat kawasan Asia dilanda krisis ekonomi tahun 1997, efek dominonya secara

otomatis juga melanda kawasan Asia Tenggara. Krisis ekonomi Asia tersebut semakin

membuktikan bahwasannya suatu Negara tidak melepaskan diri dari saling

ketergantungan dengan Negara-negara lain. Belajar dari kawasan Eropa, mekanisme

kerjasama ekonomi regional Uni Eropa memungkinkan institusi regional untuk

berperan sebagai buffer bagi Negara-negara anggotanya dalam menghadapi krisis

ekonomi. Untuk itu, kawasan Asia Tenggara yang memiliki ASEAN juga harus

mengukuhkan keberadaannya sebagai entitas internasional yang cukup berpengaruh

dalam sistem ekonomi global.

Paska terjadinya krisis ekonomi Asia tersebut, ASEAN meresponnya dengan

menyepakati rencana akselerasi pelaksanaan AFTA (ASEAN Free Trade Agreement),

yang sedianya jatuh tempo pada tahun 2008, dipercepat menjadi tahun 2002. Rencana

AFTA yang juga semula dimaksudkan untuk menurunkan tariff barrier hingga

mencapai 0 (nol) dan 5 (lima) persen, dimaksimalkan dengan target baru, yakni zero

tariff barrier untuk 6 negara anggota pada 2010 dan 2015 (untuk mayoritas produk)

bagi empat anggota baru. Dari keputusan ini, secara tidak langsung menggambarkan

komitmen yang kuat antara Negara-negara anggota ASEAN dalam peningkatan daya

saing regional.38

Kerangka diatas merupakan salah satu komitmen yang tertera pada dokumen

“ASEAN Vision 2020”. Pada dokumen tersebut disebutkan bahwa: “Kami, para kepala

37 Narongchai Akrasanee, Institutional Reforms to Achieve ASEAM Economic Integration, dalam Denis
Hew, h.72
38 Hadi Soesastro, Accelerating ASEAN Economic Integration; Moving Beyond AFTA, Jakarta; CSIS
Economic Working Paper Series. 2005
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negara dan pemerintahan dari ASEAN berkumpul hari ini di Kuala Lumpur untuk

menegaskan kembali komitmen kami terhadap maksud dan tujuan Asosiasi seperti

telah ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, khususnya untuk

mempromosikan kerjasama regional di Asia Tenggara dengan semangat kesetaraan dan

partnership sehingga menyumbang terhadap perwujudan perdamaian, kemajuan dan

kesejahteraan kawasan.”

Kemudian juga disebutkan bahwa: “Kami di ASEAN telah menciptakan suatu

masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang berdamai satu sama lain dan berdamai

dengan dunia, berusaha mencapai kesejahteraan untuk rakyat kami dan secara tetap

meningkatkan taraf hidup mereka. Keragaman kami telah menyediakan kekuatan dan

inspirasi terhadap kami untuk membantu sesama memacu rasa kebersamaan.”

Selanjutnya dikatakan bahwa ASEAN merupakan pasar dengan penduduk 500

juta orang serta memiliki gross domestic product sebesar US$ 600 billion dan telah

mencapai hasil yang baik di bidang ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

pengurangan tingkat kemiskinan, dan telah menikmati perdagangan dan arus investasi

dari usaha-usaha liberalisasi. Dengan adanya hasil-hasil yang telah dicapai ini, para

Kepala Negara/Pemerintahan memetakan suatu visi untuk ASEAN yang harus dicapai

pada tahun 2020, yakni suatu negara Asia Tenggara yang berpandangan luas keluar,

hidup dalam kedamaian, stabil dan sejahtera, bersatu dalam pembangunan dan dalam

suatu masyarakat yang saling memperhatikan.

Dokumen ASEAN Vision 2020 secara rinci menyebutkan bahwa pada tahun

2020, ASEAN diarahkan telah mencapai keadaan sebagai berikut;

 Secara nyata telah menjadi kawasan damai, bebas dan netral sesuai deklarasi

Kuala Lumpur tahun 1971 tentang Zone of Peace, Freedom and Neutrality.
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 ASEAN memiliki suatu Asia Tenggara yang telah menjadi damai dan stabil

dimana setiap negara dalam keadaan damai dan sebab-sebab konflik telah

dihilangkan melalui ikatan penghormatan terhadap hukum dan keadilan serta

melalui penguatan ketahanan nasional dan regional.

 Asia Tenggara yang menyelesaikan perselisihan territorial dan lainnya melalui

cara-cara damai.

 Perjanjian Treaty of Amity and Cooperation telah berfungsi penuh menjadi etika

yang mengikat pemerintah dan rakyatnya.

 Suatu perkembangan dari aturan-aturan yang telah disetujui tentang langkah-

langkah kerjasama dan perilaku yang harus dilakukan dalam menanggulangi

masalah yang harus ditangani pada skala regional Asia Tenggara, termasuk

degradasi dan polusi lingkungan, penyelundupan obat terlarang, penyelundupan

wanita dan anak serta kejahatan lintas batas negara (transnational crime)

lainnya.

Pada kata penutup dokumen ASEAN Vision 2020, para Kepala Negara/Pemerintahan

telah menyanggupi rakyatnya, untuk mewujudkan visi-visi ASEAN tersebut menjadi

kenyataan. Dokumen ASEAN Vision 2020 ini merupakan dokumen strategis ASEAN

dalam menghadapi tantangan masa depan.39

Dalam perkembangannya, terdapat langkah-langkah untuk mewujudkan visi

ASEAN 2020 tersebut, salah satunya adalah kesepakatan Komunitas ASEAN (ASEAN

Community) yang menyepakati rencana pembentukan ASEAN Economic Community

(AEC), ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Sosio-Cultural Community

39 ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri
Republik Indonesia, Jakarta, 2000, h.17
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(ASCC), dalam kerangka ASEAN Vision 2020. Rencana pembentukan AEC ini juga

merupakan kepanjangan dari AFTA yang menginginkan adanya pasar tunggal ASEAN.

B. KOMUNITAS ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)

B.1  Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)

Menindaklanjuti rencana pembentukan pasar tunggal ASEAN diatas, maka

pada tahun 2007 silam, ditandatanganilah Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada

KTT ASEAN ke-13 yang berlangsung di Singapura. KTT ke-13 ini menghasilkan

3 deklarasi, yakni cetak biru (blueprint) ASEAN Community, yang didalamnya

terdapat aspek ekonomi, keamanan dan sosial budaya. Piagam ASEAN ini secara

langsung menjadi legal enforcement bagi Negara-negara anggota atas

kesepakatannya dalam komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015.

Piagam ASEAN diatas sekaligus menjadi prasasti evolusi dari kerjasama

yang bersifat “persaudaraan” menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka

yang lebih kohesif berlandaskan rule based framework. Dalam Piagam ASEAN

juga disebutkan dengan eksplisit tujuan ASEAN Community, yakni; (1)

Menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, (2)

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan diantara Negara anggota

melalui bantuan dan kerjasama yang saling menguntungkan.40 Dalam hal prinsip

kerjasama, ASEAN tetap memegang teguh prinsip yang telah dianut selama ini,

yakni menghormati kedaulatan Negara lain, tidak melakukan intervensi kebijakan

dalam negeri Negara lain, serta melakukan konsultasi secara intensif atas berbagai

permasalahan regional.

40 Pasal 1 article 1, Piagam ASEAN
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Penekanan ASEAN Community memang pada aspek ekonomi, sesuai cita-

citanya akan adanya integrasi ekonomi di kawasan.41 Integrasi ekonomi terdiri

dari; integrasi sebelas sektor industri prioritas, penyederhanaan prosedur ekspor-

impor dan kepabeanan intra-ASEAN, eliminasi tariff dan non-tariff barriers,

mempercepat implementasi MRA (Mutual Recognition Arrangements) untuk

sektor-sektor industri yang menjadi prioritas, serta harmonisasi regulasi dalam

kegiatan perdagangan intra-kawasan.42

Selain menyepakati penghapusan tariff barrier, Negara-negara anggota

juga sudah memiliki komitmen untuk menelaah non-tariff barriers secara

transparan dan selanjutnya akan dihapus secara bertahap. Untuk mencapai target

tersebut, para anggota sudah menyepakati inisiatif-inisiatif untuk meluncurkan

basis data evaluasi non-tariff ASEAN, merumuskan kriteria-kriteria kualifikasi

yang termasuk sebagai hambatan dalam perdagangan, serta mengakomodasi WTO

(World Trade Organization) dalam perdagangan intra-kawasan.

Rencana pembentukan komunitas ASEAN diatas, diyakini akan

memberikan dampak positif kepada masyarakat ASEAN. Dari sisi ekonomi,

komunitas ASEAN bisa meningkatkan kemajuan perekonomian kawasan. Dengan

konsep utama yang merumuskan ASEAN menjadi pasar tunggal dan sebuah basis

produksi regional, penerapan pasar tunggal ASEAN ini dapat diartikan sebagai

terwujudnya pasar raksasa yang borderless, yang dilandasi 4 pilar utama dalam

41 Pasal 5 article 1, Chapter 1, Piagam ASEAN yang menyebutkan bahwa; “To create a single market
and production based which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with
effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, service and
investments; facilitated movement of business persons, professionals, talent and labor and free flow of
capital.”
42 Denis Hew, Introduction Roadmap to An ASEAN Economic Community, h.1-2
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liberalisasi ekonomi, yakni; (1) kebebasan arus barang dan jasa, (2) kebebasan arus

tenaga kerja ahli, (3) kebebasan dan penyamarataan sertifikat profesi bagi

masyarakat ASEAN, serta (4) kebebasan arus modal.43

Berikut akan ditampilkan dalam bagan tentang kerangka pencapaian

komunitas ekonomi ASEAN 2015.

43 Noer Azam Achsani, Integrasi Ekonomi ASEAN+3; Antara Peluang dan Ancaman. The Brighten
Institute. http://brighten.or.id
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Gambar 3.1

Mekanisme Pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN

ASEAN
Framework
Agreement on
Services (AFAS)

ASEAN
Investment Area
(AIA)

Liberalisasi
Arus Modal

ASEAN
Comprehensive
Investment
Agreement

Pengembangan
& Integrasi
Pasar Modal

Core
Competencies
dan
Qualification

Mutual
Recognition
Agreement
(MRA)

Visa dan
Employement
Pass

 Preferential
Tariff
Agreement

 AFTA

 Komunitas
Ekonomi
ASEAN

- Tariff
- Non tariff
- Fasilitasi
- Perdagangan

ASEAN
Investment
Guarantee
Agreement

Aliran bebas
barang

Aliran bebas
jasa

Aliran bebas
investasi

Aliran bebas
tenaga kerja

terampil

Aliran bebas
modal

KOMUNITAS
EKONOMI

ASEAN 2015



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54

Dari kerangka diatas, diharapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis

produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik

sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/Negara lain, maupun

antar individu anggota. Sebagai basis produksi internasional, maka pasar ASEAN

yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global menuntut pula koordinasi

kebijakan eksternal antara Negara anggota ASEAN.

Dalam kerangka pasar tunggal ASEAN, aliran barang dan jasa yang bebas

di kawasan akan mendorong efisiensi produksi kawasan dalam kerangka supply

chain. Kondisi ini akan membuka peluang lebih besar investasi lintas batas di

dalam kawasan. Aliran bebas investasi akan membutuhkan aliran bebas tenaga

kerja dan aliran modal yang lebih bebas, sebagai faktor produksi. Sebaliknya,

aliran bebas investasi akan meningkatkan arus barang dan jasa yang digunakan

sebagai bahan baku maupun produk akhir.44

B.2 Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community)

Pilar kedua yang mau diterapkan dalam komunitas ASEAN adalah aspek

keamanan. Keamanan menjadi agenda kedua karena munculnya eskalasi bentuk-

bentuk kejahatan transnasional (transnational crime), seperti terorisme,

penyelundupan senjata, obat terlarang dan penyelundupan manusia. Sehingga

kepentingan ASEAN adalah meminimalisir berbagai bentuk ancaman

transnational crime di kawasan. Kalau Asia Tenggara dan negara anggota ASEAN

44 Sjamsul Arifin dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah
Kompetisi Global, Jakarta; Gramedia, 2008, h.17-18
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aman, maka segala bentuk aktivitas ekonomi dan sosial budaya menjadi lancar,

begitu juga sebaliknya.

Pembentukan komunitas keamanan diatas sebenarnya sudah seirama

dengan apa yang dirumuskan Deutsch pada tahun 1957, yakni; sekelompok

masyarakat yang telah terintegrasi hingga ke titik dimana ada jaminan nyata bahwa

anggota komunitas tersebut tidak akan berkonflik secara fisik, tetapi akan

menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang lain. Security community

memiliki dua bentuk, yakni campuran (amalgamated), dimana ada penggabungan

secara formal dua atau lebih unit independen ke dalam suatu unit lebih besar

dengan adanya semacam pemerintahan bersama setelahnya, atau bentuk jamak

(pluralistic), dimana setiap pemerintahan secara terpisah tetap menyimpan

kedaulatannya masing-masing.45

Dalam perspektif lain, Wang Ji memaknai security community dengan

keadaan tiadanya perang (non-wars). Sasaran utamanya bukan untuk menangkal

atau membalas suatu ancaman bersama, melainkan pengembangan kepentingan

bersama antar aktor terhadap perdamaian dan kestabilan. Negara-negara dalam

security community melihat keamanan mereka secara fundamental saling terkait,

sehingga memiliki tingkat kepercayaan, bahwa keamanan akan dapat tercapai bila

mereka bekerjasama.46 Bandoro menambahkan, ASC merupakan suatu upaya

regionalisme baru ASEAN yang lebih terbuka dan memerlukan perubahan dalam

praktik-praktik lamanya, antara lain perlu partisipasi masyarakat yang lebih luas

45 Emmanuel Adler & Michael Barnett, Security Communities, Cambridge; Cambridge University Press,
1998, h.6
46 Alexandra Retno Wulan & Bantarto Bandoro (ed), ASEAN’S Quest for A Full-Fledged Community,
Jakarta; CSIS, 2007, h.8



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56

serta merubah decision making processes yang menghalangi penanganan terhadap

persoalan internal berdampak eksternal.

Tujuan security community disini adalah mencegah perselisihan bereskalasi

menjadi konflik bersenjata. Ide mendasarnya adalah membuat kepercayaan bahwa

tiap negara akan merasa lebih aman bila bekerjasama satu sama lain. Dengan

begitu, perasaan khawatir akan konfrontasi dapat segera ditekan. Untuk itu,

diperlukan tiga elemen bagi terbentuknya pluralistic security community di Asia

Pasifik, yakni identitas transnasional, persepsi komunalitas dan taraf identitas

nasional tersebut.

Sebenarnya, awal kemunculan komunitas keamanan ASEAN terjadi paska

kejadian 9-11 di AS. Bush kala itu tegas menyerukan “ … Either you are with us,

or with the terrorist”. Asia Tenggara yang penduduk muslimnya mencapai 41%,

juga terdapat dinamika gerakan teroris regional, yang mungkin juga ada

korelasinya dengan gerakan terorisme global. Filipina selatan dan Thailand selatan

yang sudah puluhan tahun kaum minoritas muslimnya melakukan aksi berbagai

terror. Belum lagi dinamika teroris di Indonesia dan Malaysia. Semua ini membuat

para kepala negara/pemerintahan di Asia Tenggara berkoalisi untuk membentuk

komunitas keamanan dalam kerangka ASEAN Security Community.

B.3 Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community)

Komunitas sosial-budaya ASEAN (ASCC) dibentuk sebagai salah satu

pilar yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat pilar ekonomi dan

keamanan. Saling ketergantungan antara tiga pilar dalam Komunitas ASEAN ini
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membuat ASCC menjadi sama penting dengan ASEAN Economic Community

(AEC) dan ASEAN Security Community (ASC).

Kerjasama di bidang sosial-budaya merupakan hal penting dalam mencapai

integrasi di ASEAN melalui “A caring and sharing community”, yakni sebuah

tatanan masyarakat intra-ASEAN yang saling peduli dan berbagi, memperkokoh

rasa ke-kita-an dan solidaritas sesama warga ASEAN. Yang terpenting, proses

pembangunan rasa ke-kita-an ini adalah menciptakan solidaritas tanpa

menghilangkan karakteristik spesifik masing-masing negara, namun lebih pada

keinginan untuk memperkuat rasa kebersamaan. Dengan kebersamaan yang kuat,

diharapkan ASCC mampu secara bersama-sama mengantisipasi dan meminimalisir

dampak yang timbul sebagai akibat dari integrasi ekonomi dalam kawasan, serta

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif dan penguatan

identitas budaya menuju ASEAN Community yang berbasis masyarakat (people

centered).

Kerjasama sosial-budaya dalam kerangka ASCC ini meliputi kerjasama

bidang pendidikan, kepemudaan, perempuan, lingkungan hidup, teknologi,

pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana alam, serta kebudayaan. Hal ini

sesuai dengan ASEAN Charter yang memuat berbagai kerjasama fungsional,

antara lain;

“…. Enhance good governance and the rule of law, protection of the
regions’s environment, preservation of its cultural heritage, cooperation in
education and science, technology, and drugs-free environment.47

47 ASEAN Charter, Bab I, pasal 1
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ASCC telah menyusun Blueprint sebagai acuan dan panduan bagi

terlaksananya berbagai kerjasama dalam ASCC yang telah disahkan dalam KTT

ASEAN ke-14 di Thailand tahun 2009 silam. Blueprint ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi besar bagi penguatan integrasi ASEAN yang berbasis

masyarakat melalui pilar sosial budaya. ASCC Blueprint ini memuat enam elemen

utama (core element) dan 348 rancangan aksi (action-lines). Berikut akan

dipaparkan garis besar struktur Blueprint dari ASCC48;

I. Introduction
II. Characteristics and Elements

A. Human Development, 60 action lines
B. Social Welfare and Protection, 94 action lines
C. Social Justice and Rights, 28 action-lines
D. Ensuring Environmental Sustainability, 98 action-lines
E. Building ASEAN Identity, 50 action-lines
F. Narrowing The Development Gap, 8 action-lines

III. Implementation and Review of the ASCC Blueprint
A. Implementation Mechanism
B. Resources Mobilisation
C. Communication Strategy
D. Review Mechanism

Dari struktur Blueprint diatas, kita selanjutnya hanya akan fokus pada salah satu

unsur saja, yakni unsur Human Development, yang memuat 60 rencana aksi

dimana unsur tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi kerjasama

pendidikan di ASEAN.

48 Blueprint ASCC secara lengkap bisa diakses melalui http://www.aseansec.org/5187-19pdf
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C. ASEAN Baseline Report

Dalam rangka proses pemantauan kerja dan implementasi ASEAN Community

diatas, maka disusunlah ASEAN Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai

scorecard dengan indicator kinerja utama yang dilaporkan setiap tahun oleh Sekretaris

Jenderal ASEAN kepada para menteri dan kepala negara/pemerintahan semua negara

anggota ASEAN. ABR memuat kondisi dasar yang menjadi acuan evaluasi

implementasi tiga pilar komunitas ASEAN (Ekonomi, Keamanan dan Sosial-Budaya).

Harapannya, dengan ABR ini, antisipasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin

keberhasilan pencapaian ASEAN Community dapat dilakukan sedini mungkin.

Sekretariat ASEAN menambahkan, laporan ABR menjadi acuan semua negara

anggota ASEAN, oleh karenanya secara teknis harus memenuhi kriteria, yakni

memiliki relevansi terhadap kebijakan, valid tapi sederhana, konsisten secara statistik,

serta adanya ketersediaan data.49 Laporan ABR dibuat dua indeks, yakni indeks tingkat

negara akan digunakan perbandingan antar negara dalam pencapaian tujuan ASEAN

Community, dan yang kedua yakni indeks tingkat kawasan, digunakan untuk menilai

kinerja secara keseluruhan kawasan pada setiap tujuan ASEAN Community.

Dengan mekanisme pelaporan implementasi kebijakan seperti ABR ini,

sekaligus menunjukkan komitmen kuat ASEAN untuk bersama-sama mewujudkan

komunitas ASEAN dan secara bersama-sama pula melakukan evaluasi terhadap semua

perkembangan yang muncul dalam penerapan ASEAN Community di kawasan.

49 Hasil wawancara dengan Havas Oegroseno, Deputi Kerjasama ASEAN, Kemenlu RI, pada tanggal 30
Oktober 2013
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D. Tinjauan Empirik Pendidikan Islam di Indonesia

D.1 Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Dasar dan Menengah

Indonesia sampai dengan tahun 2012 memiliki sebanyak 70.414

lembaga pendidikan Islam, mulai tingkat dasar sampai dengan menengah dan

tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari

Raudhotul Atfal (RA) sebanyak 25.435, Madrasah Ibtida’iyah (MI) sebanyak

23.071, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 15.244 dan Madrasah Aliyah

(MA) sebanyak 6.664.

Grafik 4.1
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Melihat kuantitas diatas, pendidikan Islam di Indonesia memiliki

tempat dan ruang tersendiri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia

Indonesia di bidang pendidikan.

D.2 Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren

Indonesia memiliki lembaga pendidikan pondok pesantren sebanyak

27.230 pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah tersebut

terdiri dari pondok pesantren salafi sebanyak 14.459 pesantren, pondok

pesantren modern sebanyak 7.727 pesantren dan pondok pesantren

kombinasi antara salafi dan modern sebanyak 5.044 pesantren. Berikut akan

ditampilkan kuantitas pondok pesantren dalam grafik;

Grafik 4.2
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Pondok pesantren salafi disini adalah pondok pesantren yang murni

hanya mendalami ilmu agama Islam. Pola tradisional yang diterapkan pada

pesantren jenis ini adalah para santri bekerja untuk kyai mereka dengan cara

mengurusi sawah, kolam ikan, dan sebaliknya, para santri diajari ilmu agama

oleh kyai mereka. Sebagian besar pesantren salafi menyediakan asrama bagi

para santrinya dengan biaya murah, atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Di

Indonesia jumlah pondok pesantren jenis ini sangat mendominasi, yakni

lebih dari separuh jumlah keseluruhan pondok pesantren di Indonesia, yakni

mencapai 53%. Sedangkan pondok pesantren yang bertipe modern, selain

belajar ilmu agama, tapi juga terdapat kurikulum pendidikan formal yang

mempelajari ilmu-ilmu umum non-agama. Banyak juga yang membuat

kurikulum sendiri dan mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai pondok

pesantren modern, misalnya pondok pesantren modern Darussalam, Gontor,

yang memiliki cabang di berbagai penjuru tanah air. Jumlah pesantren

modern di Indonesia hingga saat ini mencapai 28%. Sedangkan tipologi yang

terakhir adalah pondok pesantren jenis kombinasi, yakni akulturasi

kurikulum antara kurikulum agama dan kurikulum modern, namun dengan

tetap menjaga tradisi kesalafannya. Jumlah pondok pesantren kombinasi

kurang lebih mencapai 18% di Indonesia.

Senada dengan kuantitas pondok pesantren salafi di atas, jumlah

santri yang hanya mempelajari Kitab Kuning sangat mendominasi di

Indonesia, yakni mencapai 1.729.670 santri. Disusul dengan santri yang

belajar pada madrasah dengan jumlah 1.540.831 santri, sedangkan santri
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yang  juga mempelajari ilmu agama, tetapi juga mengikuti pendidikan formal

berjumlah 395.732 santri. Santri yang hanya mempelajari kurikulum diniyah

berjumlah 78.532 santri, dan santri yang belajar di perguruan tinggi sebanyak

14.385 santri. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan grafik jumlah dan

kategori santri di Indonesia

Grafik 4.3
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Grafik diatas menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia,

khususnya di lingkungan pondok pesantren banyak didominasi oleh para

santri yang hanya belajar kitab kuning (jumlahnya mencapai 46%).

Sebaliknya, para santri yang melanjutkan ke perguruan tinggi jumlahnya
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kurang dari 1% (hanya 0,38%). Ini menandakan bahwa lembaga pendidikan

Islam, khususnya pondok pesantren di Indonesia, sebagian besar hanya fokus

kepada muatan dan aspek keagamaan saja, tanpa mempertimbangkan

peningkatan skill individu para santri dan absennya berbagai respon

lingkungan strategis tingkat regional kawasan.

Data selanjutnya adalah tentang background pendidikan kyai, sebagai

pimpinan dalam lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren.

Berdasarkan data yang masuk, jumlah kyai yang tidak mengenyam

pendidikan perguruan tinggi sebanyak 25.312 kyai. Sedangkan kyai yang

mengenyam pendidikan S1 berjumlah 3.771 kyai, dan kyai yang

berpendidikan S2 sebanyak 500 kyai.

Grafik 4.4

Jumlah Kiai di Indonesia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
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Dari paparan data diatas, bisa dilihat bahwasannya mayoritas kyai dan

pimpinan pondok pesantren di Indonesia tidak pernah mengenyam

pendidikan perguruan tinggi, jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai

85%. Sedangkan kyai yang berpendidikan S1 dan S2 jumlahnya kalau ditotal

hanya sekitar 15%. Realitas empirik ini secara tidak langsung menunjukkan

bahwa mayoritas pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan

pondok pesantren, mengutamakan pendidikan agama Islam murni, para kyai

dan pimpinan pondok pesantrennya bahkan mayoritasnya belum pernah

mengenyam pendidikan tinggi, sehingga mayoritas para kyai di Indonesia

masih berpikir konvensional dalam merespon perkembangan, baik itu tingkat

nasional, regional kawasan, maupun global.

Data diatas akan dikuatkan dengan data pondok pesantren yang

menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9

tahun. Dari jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia yang mencapai

27.230 pondok pesantren, 85% diantaranya tidak menyelenggarakan program

wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Berikut akan

dipaparkan datanya;
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Grafik 4.5

Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia yang Menyelenggarakan

Program Wajar Dikdas 9 Tahun

1324

2791 Tk. Ula

Tk. Wustha

Jumlah PP Penyelenggara Program Wajar Dikdas 9 Tahun: 27.230 (100%)

10,25%

4,86%

Data diatas menunjukkan bahwa pondok pesantren di Indonesia yang

menyelenggarakan program wajar dikdas 9 tahun hanya berjumlah 4.115

pondok pesantren, atau sekitar 15% dari jumlah total 27.230 pondok

pesantren di Indonesia. Dari kuantitas 15% tersebut, 1.324 pondok pesantren

menyelenggarakan pendidikan dasar Tingkat Ula, sedangkan yang

menyelenggarakan pendidikan dasar Tingkat Wustha hanya 2.791 pondok

pesantren. Ini artinya, sekitar 85% pondok pesantren di Indonesia belum

menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, seperti

apa yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau melihat fakta

tersebut, kita tentu bisa membayangkan bagaimana kondisi pendidikan Islam

di Indonesia, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Pertanyaan yang

kemudian muncul dari realitas empirik diatas adalah apakah pendidikan
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Islam di Indonesia tidak mengikuti kontekstualisasi perkembangan yang ada

seperti sekarang ini, bagaimana strategi pendidikan Islam, khususnya di

lingkungan pesantren dalam menghadapi pasar bebas, khususnya di tingkat

regional kawasan, seperti yang sudah disepakati bersama antar Komunitas

ASEAN. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan dijawab pada bab

berikutnya.

D.3 Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi (PTAI)

Peneliti merasa perlu juga untuk menampilkan data tentang Perguruan

Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia, sebagai salah satu bagian dari

pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Data diawali dengan kuantitas

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi

Agama Islam Swasta (PTAIS) yang terdapat di Indonesia, beserta jumlah

mahasiswanya dan peningkatan mahasiswa PTAI di Indonesia.

Jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) adalah

sebanyak 52 perguruan tinggi, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Agama

Islam Swasta (PTAIS) mencapai 593 perguruan tinggi yang tersebar di

seluruh pelosok Indonesia. Berikut akan dipaparkan grafiknya;
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Grafik 4.6

Jumlah Lembaga pada PTAIN dan PTAIS di Indonesia

Tahun 2012
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Jumlah Lembaga pada PTAIN dan PTAIS: 645  (100%)

8,06
%
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Dari grafik diatas, bisa dilihat bahwasannya dari jumlah 645

perguruan tinggi se-Indonesia, 92% diantaranya adalah dikelola oleh aktor

non-negara (swasta), sedangkan hanya sekitar 8%nya dikelola oleh

pemerintah (negeri). Ini menunjukkan bahwasannya peran aktor non-negara

(swasta) begitu besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi Islam di

Indonesia. Dari jumlah 593 perguruan tinggi Islam swasta tersebut,

mayoritas memiliki asrama seperti pondok pesantren pada umumnya.

Biasanya, perguruan tinggi Islam swasta tersebut satu atap dengan yayasan

pondok pesantren, sehingga penyelenggara pendidikan (swasta) tersebut

menyediakan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi

dengan satu atap yayasan.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69

Berdasar atas jumlah, peran swasta dalam membantu pemerintah di

bidang pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh dikesampingkan. Namun,

siapapun penyelenggara pendidikan Islam (baik pemerintah maupun swasta)

idealnya harus mengikuti perkembangan yang ada (kontekstual), mengingat

pendidikan yang dikelola adalah pendidikan tingkat tinggi.

Paparan selanjutnya adalah data tentang jumlah mahasiswa Perguruan

Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia. Ini sangat penting untuk

dipaparkan, untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang belajar pada

PTAIN di tingkat Diploma, S1, S2 maupun S3. Jumlah mahasiswa diploma

di PTAIN hanya berjumlah 3.005 mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa

S1 di PTAIN mencapai 268.452 mahasiswa. Jumlah mahasiswa S2 mencapai

11.125 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa S3 5.267 mahasiswa.

Data selanjutnya adalah tentang background pendidikan kyai, sebagai

pimpinan dalam lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren.

Berdasarkan data yang masuk, jumlah kyai yang tidak mengenyam

pendidikan perguruan tinggi sebanyak 25.312 kyai. Sedangkan kyai yang

mengenyam pendidikan S1 berjumlah 3.771 kyai, dan kyai yang

berpendidikan S2 sebanyak 500 kyai.
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Grafik 4.4

Jumlah Kiai di Indonesia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
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Dari paparan data diatas, bisa dilihat bahwasannya mayoritas kyai dan

pimpinan pondok pesantren di Indonesia tidak pernah mengenyam

pendidikan perguruan tinggi, jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai

85%. Sedangkan kyai yang berpendidikan S1 dan S2 jumlahnya kalau ditotal

hanya sekitar 15%. Realitas empirik ini secara tidak langsung menunjukkan

bahwa mayoritas pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan

pondok pesantren, mengutamakan pendidikan agama Islam murni, para kyai

dan pimpinan pondok pesantrennya bahkan mayoritasnya belum pernah

mengenyam pendidikan tinggi, sehingga mayoritas para kyai di Indonesia

masih berpikir konvensional dalam merespon perkembangan, baik itu tingkat

nasional, regional kawasan, maupun global.
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Data diatas akan dikuatkan dengan data pondok pesantren yang

menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9

tahun. Dari jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia yang mencapai

27.230 pondok pesantren, 85% diantaranya tidak menyelenggarakan program

wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Berikut akan

dipaparkan datanya;

Grafik 4.5

Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia yang Menyelenggarakan

Program Wajar Dikdas 9 Tahun
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Tk. Wustha
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Data diatas menunjukkan bahwa pondok pesantren di Indonesia yang

menyelenggarakan program wajar dikdas 9 tahun hanya berjumlah 4.115

pondok pesantren, atau sekitar 15% dari jumlah total 27.230 pondok

pesantren di Indonesia. Dari kuantitas 15% tersebut, 1.324 pondok pesantren

menyelenggarakan pendidikan dasar Tingkat Ula, sedangkan yang
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menyelenggarakan pendidikan dasar Tingkat Wustha hanya 2.791 pondok

pesantren. Ini artinya, sekitar 85% pondok pesantren di Indonesia belum

menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, seperti

apa yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau melihat fakta

tersebut, kita tentu bisa membayangkan bagaimana kondisi pendidikan Islam

di Indonesia, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Pertanyaan yang

kemudian muncul dari realitas empirik diatas adalah apakah pendidikan

Islam di Indonesia tidak mengikuti kontekstualisasi perkembangan yang ada

seperti sekarang ini, bagaimana strategi pendidikan Islam, khususnya di

lingkungan pesantren dalam menghadapi pasar bebas, khususnya di tingkat

regional kawasan, seperti yang sudah disepakati bersama antar Komunitas

ASEAN. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan dijawab pada bab

berikutnya.

D.3   Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi (PTAI)

Peneliti merasa perlu juga untuk menampilkan data tentang Perguruan

Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia, sebagai salah satu bagian dari

pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Data diawali dengan kuantitas

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi

Agama Islam Swasta (PTAIS) yang terdapat di Indonesia, beserta jumlah

mahasiswanya dan peningkatan mahasiswa PTAI di Indonesia.

Jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) adalah

sebanyak 52 perguruan tinggi, sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Agama
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Islam Swasta (PTAIS) mencapai 593 perguruan tinggi yang tersebar di

seluruh pelosok Indonesia. Berikut akan dipaparkan grafiknya;

Grafik 4.6

Jumlah Lembaga pada PTAIN dan PTAIS di Indonesia

Tahun 2012
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Dari grafik diatas, bisa dilihat bahwasannya dari jumlah 645

perguruan tinggi se-Indonesia, 92% diantaranya adalah dikelola oleh aktor

non-negara (swasta), sedangkan hanya sekitar 8%nya dikelola oleh

pemerintah (negeri). Ini menunjukkan bahwasannya peran aktor non-negara

(swasta) begitu besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi Islam di

Indonesia. Dari jumlah 593 perguruan tinggi Islam swasta tersebut,

mayoritas memiliki asrama seperti pondok pesantren pada umumnya.

Biasanya, perguruan tinggi Islam swasta tersebut satu atap dengan yayasan
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pondok pesantren, sehingga penyelenggara pendidikan (swasta) tersebut

menyediakan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi

dengan satu atap yayasan.

Berdasar atas jumlah, peran swasta dalam membantu pemerintah di

bidang pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh dikesampingkan. Namun,

siapapun penyelenggara pendidikan Islam (baik pemerintah maupun swasta)

idealnya harus mengikuti perkembangan yang ada (kontekstual), mengingat

pendidikan yang dikelola adalah pendidikan tingkat tinggi.

Paparan selanjutnya adalah data tentang jumlah mahasiswa Perguruan

Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia. Ini sangat penting untuk

dipaparkan, untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang belajar pada

PTAIN di tingkat Diploma, S1, S2 maupun S3. Jumlah mahasiswa diploma

di PTAIN hanya berjumlah 3.005 mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa

S1 di PTAIN mencapai 268.452 mahasiswa. Jumlah mahasiswa S2 mencapai

11.125 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa S3 5.267 mahasiswa.
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Grafik 4.7

Jumlah Mahasiswa PTAIN Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditempuh

Dari jumlah total mahasiswa PTAIN di Indonesia yang totalnya

mencapai 287.849 mahasiswa, 93% diantaranya adalah mahasiswa yang

menempuh pendidikan S1 (268.452), 3,86% nya adalah mahasiswa yang

menempuh pendidikan S2, dan 1,83% adalah mahasiswa yang menempuh

pendidikan S3.

Paparan selanjutnya adalah data tentang peningkatan jumlah

mahasiswa PTAIN dan PTAIS se-Indonesia. Jumlah mahasiswa tiap tahun

mengalami tren kenaikan. Tahun ajaran 2008/2009 berjumlah 511.179

mahasiswa, sedangkan tahun ajaran 2009/2010 jumlah mahasiswanya naik

menjadi 550.693. tahun ajaran 2010/2011 jumlah mahasiswanya naik lagi

menjadi 576.516. dan tahun ajaran 2011/2012 jumlah mahasiswa naik

menjadi 617.200 mahasiswa. Berikut dinarasikan dalam bentuk grafik
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Grafik 4.8

Data Peningkatan dan Perkembangan Jumlah Mahasiswa PTAI

di Indonesia Tahun 2008 – 2012
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Dari grafik diatas, kita bisa melihat bahwasannya mulai tahun 2008-

2012 rata-rata terjadi kenaikan jumlah mahasiswa PTAI hingga 31%/tahun di

Indonesia. Tahun ajaran 2008/2009 ke tahun ajaran 2009/2010 naik 27,74%,

tahun ajaran 2009/2010 ke tahun ajaran 2010/2011 naik 20,56% dan tahun

ajaran 2010/2011 ke tahun ajaran 2011/2012 kenaikan jumlah mahasiswanya

mencapai 45,1%. Data ini merupakan gabungan dari Perguruan Tinggi

Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

(PTAIS). Dengan adanya data perkembangan dan kenaikan kuantitas

mahasiswa di PTAI ini, sebagai bukti bahwa pendidikan Islam di Indonesia,
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khususnya tingkat perguruan tingginya mendapat kepercayaan yang baik dari

masyarakat. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sangat berperan dalam

mewarnai pendidikan Islam di Indonesia.
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BAB IV

TANTANGAN & STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM

MERESPON KEBIJAKAN KOMUNITAS ASEAN (ASEAN COMMUNITY) 2015

A. Tantangan Pendidikan Islam atas Komunitas ASEAN 2015

Pembangunan pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor

eksternal menyangkut kondisi sosial, budaya dan lingkungan, teknologi, politik,

yang terjadi di tingkat regional kawasan dan global. Kondisi sosial budaya dan

politik yang mempengaruhi pembangunan pendidikan Islam dalam kurun waktu

lima tahun kedepan di tingkat regional kawasan antara lain adalah disepakatinya

Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang akan dimulai tahun 2015 besok.

Komunitas ASEAN merupakan salah satu target yang dicanangkan

terwujud pada tahun 2015 oleh ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional di

kawasan Asia Tenggara. Komunitas ASEAN ini memiliki semangat untuk

“menyatukan” seluruh warga masyarakat Asia Tenggara dalam satu wadah

komunitas besar, dimana interaksi antar masyarakat, perputaran barang dan jasa,

tidak lagi terbatas oleh state boundaries.

Lingkungan strategis yang berubah di tingkat regional kawasan tersebut

memiliki dampak dan tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam di Indonesia.

Proses integrasi ekonomi, politik dan sosial-budaya di kawasan akan berdampak

besar pada aspek pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Direktur

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si, yang

dalam suatu forum menyatakan bahwa masyarakat muslim Indonesia harus bisa
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mengambil nilai positif dari kesepakatan Komunitas ASEAN, karena kebijakan

dan kesepakatan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak

kepada dinamika pendidikan Islam di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara

pada umumnya. Karena kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang

penduduk muslimnya mencapai 41%. Pendidikan Islam, khususnya level

Perguruan Tinggi harus mampu merespon dan menjawab berbagai tantangan yang

muncul, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Di tingkat regional

kawasan, banyak terdapat lembaga pendidikan Islam dan perguruan tinggi Islam

yang tersebar di Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina

Selatan. Yang kesemuanya itu, bisa menjadi partner dalam menjalin kerjasama,

utamanya kerjasama dalam bidang pendidikan.50

Senada dengan hal diatas, menurut Anis Baswedan, dampak dari

kesepakatan regional tentang Komunitas ASEAN sangat besar bagi dunia

pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun penekanan dari Komunitas ASEAN

adalah aspek ekonomi, namun aspek pendidikan mau tidak mau juga akan

menyesuaikan.51 Masih berkaitan dengan dampak kesepakatan Komunitas

ASEAN, Gunaryo menambahkan bahwasannya tiap tahun jumlah santri asing yang

masuk ke Indonesia untuk mendalami ilmu agama Islam semakin meningkat

kuantitasnya. Meskipun tidak eksplisit dikatakan bahwa ini adalah ekses adanya

kesepakatan Komunitas ASEAN tersebut, namun bisa ditegaskan bahwa

keberadaan Komunitas ASEAN semakin membuka peluang bagi masyarakat di

50 Sambutan Dirjen Pendis Prof. Dr. Nur Syam dalam membuka kegiatan Workshop Penyusunan
Rencana Strategis di Malang, 30 Nopember 2013
51 Hasil wawancara dengan Anies Rasyid Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), pada tanggal 02
Desember 2013
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Asia Tenggara untuk belajar ilmu agama Islam di Indonesia, karena dengan adanya

Komunitas ASEAN tersebut, pergerakan manusia semakin dipermudah dan

sengaja untuk disatukan dalam satu komunitas besar.52

Setelah pemaparan berbagai dampak yang terjadi, maka peneliti akan

memberikan analisis terkait dengan tantangan pendidikan Islam atas Komunitas

ASEAN, yakni

A.1 Shifting Paradigm; Materialis-Sekuleris

Komunitas ASEAN yang penekanannya adalah aspek ekonomi dan

keterbukaan pasar, semakin membuat kehidupan masyarakat Asia Tenggara

menjadi semakin dekat dengan materi dan hal-hal kebendaan. Diakui atau

tidak, bahwa proses integrasi ekonomi akan menimbulkan efek sampingan

bagi masyarakat, terutama lahirnya kecenderungan masyarakat kepada hal-

hal yang bersifat konsumtif, materialistik dan individualistik. Hal tersebut

terjadi dikarenakan masing-masing individu dituntut untuk memenuhi

kebutuhan riil sesuai dengan tuntutan integrasi ekonomi di kawasan. Untuk

selanjutnya akan digambarkan efek sampingan yang dialami oleh masyarakat

dalam proses integrasi ekonomi;

1) Berkembangnya mass culture karena akulturasi budaya dan kemajuan

ICT, sehingga kultur tidak lagi bersifat lokal, melainkan bersifat

regional kawasan atau bahkan bersifat global.

52 Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc, Sc (Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Luar Negeri, Kemenag RI) pada tanggal 29 Oktober 2013.
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2) Integrasi ekonomi pada dasarnya dibangun atas proses yang rasional

dan empirik. Ini berarti faham-faham keagamaan atau kepercayaan

yang tidak dapat diterima akal dan rasio akan ditinggalkan.

3) Masyarakat “komunitas” juga akan ditandai oleh semakin

meningkatnya sikap hidup materialistic. Setiap kemajuan harus dapat

diukur dengan ukuran-ukuran materi, ekonomi dan kebendaan, baik

pada tingkat individu, negara, maupun komunitas. Di sisi lain,

eksistensi agama mengajarkan bahwa keberhasilan itu harus diukur

dari dua aspek, yakni keberhasilan di bidang ekonomi dan materi,

serta keberhasilan di bidang ibadah dan keimanan.

4) Integrasi ekonomi, politik dan sosial-budaya akan ditandai dengan

maraknya kegiatan dan pergerakan transnasional, baik barang, jasa

dan manusia. Hal ini akan mengakibatkan konsekuensi tersendiri

terhadap nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang telah lama berlaku di

masyarakat.

Inilah yang dimaksud dengan shifting paradigm. Sedangkan aspek

sekulerisme disini bukan berarti otomatis anti agama yang identik dengan

anti “iman” dan anti “takwa”. Sebaliknya, sekulerisme disini tidak selalu anti

“iman” dan tidak selalu anti “takwa”. Sekulerisme disini hanya menolak

peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek pendidikan.

Maksudnya disini adalah, selama agama hanya dijadikan “pelengkap” atau

tidak dijadikan asas dalam menata kehidupan publik seperti sebuah sistem

pendidikan, maka sistem pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekuler,
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meskipun para individu pelaksana sistem pendidikan tersebut beriman dan

bertakwa.

Senada dengan hal diatas, Bryan S. Turner menyatakan bahwa

pengawasan sekuler terhadap pendidikan agama bukan ditujukan untuk

menghilangkan Islam, melainkan untuk menghilangkan hubungan agama dan

pendidikan agama dari nilai-nilai lembaga pendidikan tradisional.53

Oleh karenanya, keberadaan Komunitas ASEAN akan berpeluang

merubah atau bahkan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, karena proses

integrasi regional di kawasan tersebut. Sehingga, dampak yang ditimbulkan

dari Komunitas ASEAN tersebut adalah bergesernya paradigma kehidupan

masyarakat menjadi sekuler-materialistik. Dari perkembangan ini, idealnya,

posisi pendidikan Islam di Indonesia adalah tetap menjaga nilai-nilai

keagamaan yang dipeganginya selama ini, namun tidak meninggalkan

perkembangan sains dan teknologi yang berkembang dewasa ini. Pasalnya,

banyak produk pendidikan umum, kejuruan, profesi dan pendidikan advokasi

yang mereka memang ahli dan matang di bidangnya masing-masing, namun

merasa kering dalam pembentukan karakter dan kepribadian muslimnya.

Sehingga banyak koruptor-koruptor kelas kakap yang justru berasal dari

manusia yang terdidik secara baik di bidang akademiknya.

Senada dengan hal diatas, pendidikan Islam seharusnya tidak

mendikotomikan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal yang

bersifat ukhrawi, seperti pemisahan jasmani dan ruhani. Ini merupakan

53 Bryan S. Turner, dalam GA Ticoalu, Sosiologi Islam; Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi
Weber, Jakarta; CV. Rajawali, 1984, h.314
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permasalahan fundamental pendidikan Islam yang muncul di Indonesia.

Pendidikan Islam idealnya membicarakan dan mendialektikkan hal-hal yang

sakral dan yang profan, antara dunia dan akhirat54, sehingga pendidikan

Islam pun harus merespon perubahan lingkungan strategis yang berkembang

di tingkat regional kawasan, khususnya keberadaan Komunitas ASEAN 2015

mendatang.

Untuk lebih jelasnya strategi yang seharusnya dilakukan dan

dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam merespon keberadaan

Komunitas ASEAN, akan dipaparkan pada sub bab berikutnya.

A.2 Towards A New Paradigm

Komunitas ASEAN sebagai dinamika yang berkembang di tingkat

regional kawasan telah merombak semua sendi-sendi kehidupan, termasuk

bidang pendidikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan juga paradigm baru

dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan Islam. Senada dengan

hal ini, Fasli Jalal menyatakan bahwa pengembangan pendidikan menjadi

niscaya, karena peran pendidikan merupakan sentral kehidupan. Kehidupan

sosial yang mengalami perubahan, pergeseran, sistem sosial, politik dan

sistem ekonomi yang selalu dinamis harus diiringi dengan perubahan

paradigma dalam bidang pendidikan.55

Secara filosofis, dari pendapat tersebut diatas, pendidikan harus

dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan

54 Muhaimin dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar
Operasionalnya, Bandung; Trigenda Karya, 1993, h.83
55 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta; Adicita, 2001, h.6
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berdasarkan karakteristik masyarakat yang dinamis. Sedangkan dalam

menghadapi perubahan di tingkat regional kawasan, yakni keberadaan

Komunitas ASEAN, pendidikan Islam harus mampu mengembangkan sikap

inovatif yang berkualitas.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka pendidikan Islam harus banyak

berbenah diri. Para kyai sebagai pimpinan lembaga pendidikan Islam harus

selalu meningkatkan pengetahuan umumnya dengan cara formal akademik,

misalnya dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, karena Islam

tidak mengenal lelah dalam tholab al-ilmi. Seperti maqolah yang mengatakan

“menuntut ilmu lah walau sampai ke negeri China”

Penekanan kepada kyai diatas sebenarnya bukan tanpa alasan.

Pasalnya, kyai sebagai pimpinan pondok pesantren di Indonesia mayoritas

belum pernah menempuh pendidikan tinggi. Sebanyak 25.312 kyai (atau

sekitar 85%) dari 29.583 kyai pimpinan pondok pesantren di seluruh

Indonesia belum pernah menempu pendidikan di perguruan tinggi.56 Hal ini

sangat ironis, dan menurut hemat peneliti, ini merupakan salah satu faktor

penghambat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karenanya,

penekanan atas kyai ini menjadi penting, dengan harapan ketika pimpinan

pondok pesantren sudah membuka diri untuk mempelajari ilmu-ilmu umum,

seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, sains dan teknologi, maka secara tidak

langsung ini akan menjadi uswah al-hasanah bagi para santrinya. Kalau ini

yang terjadi, maka keberadaan Komunitas ASEAN pada 2015 mendatang

56 Data lengkapnya ada pada bab III
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akan memposisikan masyarakat muslim khususnya menjadi subjek, bukan

menjadi objek.

B. Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Komunitas ASEAN

Komunitas ASEAN memungkinkan pergerakan barang, jasa dan manusia

secara lintas batas negara (transnasional). Indonesia dan semua negara anggota

ASEAN harus mempersiapkan diri dalam menyongsong Komunitas ASEAN 2015.

Oleh karenanya, aspek pendidikan sebagai pondasi utama dalam meningkatkan

kualitas SDM manusia harus menyesuaikan dengan lingkungan strategis yang

berkembang di tingkat regional kawasan, tak terkecuali pendidikan Islam.

Azyumardi Azra lebih dalam memberikan setidaknya lima poin penyebab utama

kemandegan pendidikan Islam, yakni (1) Pendidikan Islam sering terlambat

merumuskan diri untuk merespon perubahan yang terjadi pada masyarakat

sekarang dan masyarakat yang akan datang. (2) Sistem pendidikan Islam

kebanyakan masih cenderung mengorientasikan diri di bidang-bidang humaniora

dan ilmu-ilmu sosial. (3) Usaha pembaharuan pendidikan Islam sering bersifat

sepotong-potong dan tidak komprehensif sehingga tidak terjadi perubahan yang

esensial. (4) Pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam ketimbang

berorientasi kepada masa depan, atau kurang memiliki sifat future oriented. (5)

Sebagian pendidikan Islam belum dikelola secara professional, baik dalam tenaga

pengajar, kurikulum, maupun pelaksanaan pendidikannya.57

57 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru, Jakarta;
Logos, 1999, h.85
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Secara sederhana, pendidikan Islam kini menjadi kurang berdaya jika

disandingkan dengan sebuah realitas masyarakat industri dan globalisasi. Secara

empirik, kenyataan ini didukung oleh pandangan ekstrim dari sebagian umat Islam

yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai ketingkat labelisasi

“haram” kepada ilmu-ilmu umum tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada

pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam yang masih berkutat pada teks.

Pendidikan hanya “bermain-main” dengan setumpuk teks keagamaan, yang

sebagian besar berbicara seputar hukum-hukum Islam (fiqh) semata.

Berdasar atas analisa dan tantangan yang muncul dalam pembentukan

Komunitas ASEAN tersebut, maka harus dirumuskan banyak strategi dalam

menghadapinya. Diantaranya adalah;

1. Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran Bahasa Inggris pada Peserta

Didik, Guru dan Dosen

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama di lingkungan

pondok pesantren rupanya harus mengejar ketertinggalan dalam pembelajaran

pendidikan formal. Data di bab III menunjukkan, dari 3.729.198 jumlah santri

di Indonesia, yang menempuh pendidikan formal hanya 395.732 santri (atau

sekitar 10, 53%). Mayoritas santri di Indonesia hanya mempelajari kitab

kuning, tanpa menempuh pendidikan formal, jumlahnya mencapai 1.729.670

(atau sekitar 46%). Sedangkan sisanya, santri yang belajar paruh waktu, yakni

selain mendalami agama Islam, tapi juga belajar formal, baik di tingkat

madrasah, sekolah umum maupun tingkat perguruan tinggi. Santri dengan

jenis terakhir ini jumlahnya 1.950.948 (atau sekitar 51%). Secara umum bisa
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ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam di lingkungan pondok pesantren

hanya separuhnya yang mengenal bahasa Inggris, sedangkan separuhnya lagi,

tidak mengenal sama sekali bahasa Inggris.

Dengan perkembangan keberadaan komunitas ASEAN, maka

pendidikan Islam di Indonesia, idealnya adalah mengembangkan dan

meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris, mengingat bahasa Inggris adalah

bahasa internasional. Tidak ada salahnya jika sejak pendidikan dasar, peserta

didik, khususnya di lingkungan pesantren mulai diajarkan dan dikenalkan

bahasa Inggris.

Peningkatan dan pengembangan bahasa Inggris menjadi sangat

penting, karena pertama, bahasa dilihat sebagai alat dalam merealisasikan

hubungan antar pribadi dan mewujudkan transaksi sosial ekonomi antara

individu. Komunitas ASEAN yang membuat masyarakat Asia Tenggara

terintegrasi menjadi satu, sangat memungkinkan penggunaan bahasa Inggris,

mengingat bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kedua, dampak dari

integrasi tersebut salah satunya adalah persaingan antar negara dalam bidang

pekerjaan. Maka tidak heran jika dua sampai tiga tahun lagi banyak dijumpai

tenaga kerja asing di Indonesia. Jika seandainya pendidikan Islam tidak

mengikuti perkembangan regional kawasan, maka bisa dipastikan pendidikan

Islam menjadi “inward looking”, karena hanya mempelajari aspek agama

Islam secara tekstual, bukan kontekstual.

Berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan bahasa Inggris

diatas, pada level perguruan tinggi, Universitas Paramadina Jakarta telah
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menerapkan dan mewajibkan bahasa Inggris sebagai bahasa akademik.

Baswedan menambahkan, dalam rangka peningkatan dan pengembangan

bahasa Inggris, mahasiswa Universitas Paramadina harus mengikuti tes bahasa

Inggris setiap semesternya. Tes tulis dan lisan bahasa Inggris ini yang

kemudian dijadikan prasyarat bagi mahasiswa untuk memprogram mata kuliah

di semester selanjutnya. Artinya, jika seorang mahasiswa tidak lulus dalam tes

bahasa Inggris, maka bisa dipastikan mahasiswa tersebut tidak akan bisa

memprogram mata kuliah yang muncul di semester berikutnya. Kebijakan ini

sengaja dibuat dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan

bahasa Inggris Universitas Paramadina.58

Kebijakan peningkatan dan pengembangan kemampuan bahasa Inggris

diatas, juga diterapkan bagi mahasiswa akhir Universitas Paramadina. Selama

mahasiswa akhir Universitas Paramadina belum memiliki sertifikat TOEFL

dan IEALT yang ditetapkan nilai minimumnya oleh pihak kampus, maka

mahasiswa akhir tersebut dianggap belum lulus dan belum bisa diwisuda.

Baswedan juga menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk

membekali mahasiswa dan dosen di Universitas Paramadina, khususnya dalam

penguasaan bahasa Inggris, lebih-lebih tahun depan sudah mulai diberlakukan

Komunitas ASEAN di tingkat regional, yang menuntut mahasiswa dan dosen

untuk ahli di bidang keilmuannya dan ahli dalam penguasaan bahasa Inggris.59

58 Hasil wawancara dengan Anies Rasyid Baswedan, Rektor Universitas Paramadina Jakarta, tanggal 02
Desember 2013
59 Ibid
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2. Peningkatan Kerjasama Pendidikan Islam di Tingkat Regional Kawasan

Konsekuensi dari Komunitas ASEAN di bidang pendidikan adalah

semakin terbukanya peluang bagi masyarakat Asia Tenggara untuk

berinteraksi dengan sesama anggota dalam satu payung komunitas besar. Di

tingkat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), adalah Universitas

Islam Bandung (UNISBA) yang mengawali penyelenggaraan kerjasama

pendidikan dengan Universitas Kuala Lumpur, berupa program Double

Degree dan pertukaran pelajar bagi mahasiswa. Fakultas Ekonomi Unisba ini

menjalin kerjasama dengan Business School Universiti Kuala Lumpur

(UniKL) Malaysia mengingat sama-sama universitas berbasis Islam di

kawasan Asia Tenggara. Kerjasama pendidikan ini tidak hanya dijalin dengan

Malaysia, namun juga dengan negara Arab Saudi melalui Al Imam Muhamad

Ibn Saud University. Bedanya, kalau kerjasama dengan Universitas yang

terbesar dan tertua di Kerajaan Arab Saudi ini berikhtiar untuk membangun

Pusat Studi Bahasa Arab.60

Peneliti mencatat, dari 593 jumlah PTAIS yang tersebar di seluruh

pelosok Indonesia, hanya Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang sudah

bergerak dalam pengembangan kerjasama pendidikan lintas negara. Masih

minimnya ruang kerjasama pendidikan di lingkungan PTAIS inilah yang

kemudian diharapkan akan ditutupi dengan komitmen bersama para stake

holder penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia untuk bisa

60 Hasil Wawancara dengan Prof. M. Taufiq Boesoirie (Rektor Universitas Islam Bandung) pada tanggal
31 Oktober 2013
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mengembangkan  kerjasama pendidikan lintas negara, khususnya di kawasan

Asia Tenggara. Populasi muslim Asia Tenggara yang berjumlah lebih dari 240

juta jiwa (atau sekitar 41% dari jumlah semua populasi masyarakat di Asia

Tenggara) menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan

utama, bahwasannya masyarakat muslim Asia Tenggara harus berusaha untuk

menjadi subjek dalam keberadaan Komunitas ASEAN kedepan. Menjadi

sangat naif jika masyarakat muslim Asia Tenggara, khususnya muslim

Indonesia menjadi objek dalam integrasi ekonomi, politik keamanan dan

sosial-budaya di kawasan. Muslim Asia Tenggara hendaknya mampu melihat

realitas ini. Idealnya mereka harus bersatu dan tidak berorientasi “inward

looking”, melainkan harus “outward looking”. Muslim Asia Tenggara jangan

sampai habis energinya dengan konflik-konflik internal dan konflik ideologi

yang berpotensi memecah belah kekuatan. Oleh karena itu, strategi

peningkatan kerjasama, khususnya di bidang pendidikan Islam harus

dikembangkan bersama. Pertukaran pelajar, mahasiswa dan berbagai program

capacity building lainnya sangat diharapkan muncul dalam pendidikan Islam

di kawasan. Pendidikan Islam harus mampu merespon tantangan yang

berkembang di tingkat regional.

Berkaitan dengan kekhawatiran diatas, Ismail menyatakan bahwa

mulai tahun ini banyak sekali perguruan tinggi umum non-agama (baik itu

perguruan tinggi negeri maupun swasta) selangkah lebih maju dalam menjalin

dan mengembangkan berbagai kerjasama pendidikan di kawasan Asia

Tenggara. Universitas Hang Tuah misalnya, tahun ini menyepakati program
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dual degree dengan beberapa Universitas di Thailand. Ismail yakin kebijakan

kerjasama ini adalah salah satu bentuk respon dan strategi yang dikeluarkan

lembaga pendidikan, khususnya Hang Tuah dalam melihat perkembangan di

tingkat regional kawasan.61 Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah;

bagaimana strategi dan langkah-langkah lembaga pendidikan Islam tingkat

perguruan tinggi di Indonesia dalam merespon ini.

Tahun ini Menteri Agama Republik Indonesia sedang mengusulkan

dua PTAIN di Indonesia sebagai World Class University. Dua PTAIN tersebut

adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang. Pengusulan dua PTAIN ini karena melihat potensi yang dimiliki dari

dua lembaga perguruan tinggi tersebut yang dianggap sudah memenuhi syarat

untuk menjadi World Class University, baik SDM, infrastruktur dan kurikulum

yang dimilikinya. Peneliti melihat ini adalah langkah awal yang baik bagi

dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun tidak eksplisit

dikemukakan bahwa kebijakan tersebut dalam rangka merespon keberadaan

Komunitas ASEAN, namun peneliti melihat substansi dan cause effect nya

mampu meningkatkan bargain pendidikan Islam di pentas regional dan global.

Kebijakan-kebijakan seperti inilah yang diharapkan muncul dan ditingkatkan

dalam rangka peningkatan kualitas SDM masyarakat muslim sehingga mampu

bersaing dan beradaptasi dengan semua perkembangan yang terjadi, baik di

tingkat regional kawasan maupun di tingkat global.

61 Hasil wawancara dengan Dr. Ismail (Staf Pengajar Pascasarjana Universitas Hang Tuah Surabaya),
pada tanggal 15 Oktober 2013
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3. Pengenalan dan Penerapan program kewirausahaan (entrepreneurship) pada

lembaga pendidikan Islam

Strategi ini adalah strategi yang mulai banyak diterapkan oleh

perguruan tinggi-perguruan tinggi umum di Indonesia, baik negeri maupun

swasta. Peneliti melihat bahwa strategi ini sangat bermanfaat bagi

pembentukan karakter kemandirian peserta didik dan peningkatan kreatifitas

akan peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan, baik oleh siswa maupun

mahasiswa.

Senada dengan hal diatas, Baswedan menyatakan bahwa materi

kewirausahaan kedepan akan diterapkan pada semua fakultas di Universitas

Paramadina, karena selama ini materi tersebut hanya muncul pada fakultas

ekonomi saja. Komitmen tentang perumusan materi kewirausahaan ini

sekaligus menjadi jembatan dalam rangka merespon perkembangan integrasi

ekonomi ASEAN di kawasan. Sehingga mahasiswa diharapkan memiliki jiwa

kemandirian dan daya kreatifitas yang tinggi di bidang wirausaha. Tidak

menutup kemungkinan jika materi kewirausahaan ini diterapkan dengan baik

dan benar oleh mahasiswa, akan bisa menciptakan lapangan kerja baru

sehingga bisa meningkatkan daya saing perekonomian kecil dan menengah.62

Umam menambahkan, di UIN Sunan Ampel Surabaya, konsep

kewirausahaan sudah dikenalkan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah

pilihan (bisa diambil dan bisa juga tidak). Tidak berhenti disitu, pihak kampus

62 Hasil wawancara dengan Anies Rasyid Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), pada tanggal 02
Desember 2013
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juga mencoba memfasilitasi implementasi konsep dan materi kewirausahaan

tersebut dengan melakukan berbagai pendampingan bagi mahasiswa. Menurut

Umam, dasar pemikiran dari penerapan materi dan aksi kewirausahaan kepada

mahasiswa ini sangat memungkinkan. Pasalnya, dengan adanya revolusi

teknologi (ICT), aksi wirausaha tidak lagi konvensional seperti dulu, yang

mengharuskan antara penjual dan pembeli berinteraksi secara fisik dan harus

pada suatu tempat tertentu. Sekarang, dengan adanya teknologi internet,

masyarakat bisa bertransaksi secara online, kapan saja dan dimana saja dengan

biaya murah, karena calon wirausahawan tidak wajib membeli toko yang

harganya sangat mahal. Untuk itu, dengan adanya perkembangan ini,

mahasiswa harus dituntut untuk meresponnya dan mengambil nilai-nilai positif

yang muncul dari perkembangan tersebut. Dengan materi kewirausahaan

mahasiswa dilatih dan dituntut untuk mengembangkan daya kreatifitasnya,

disamping kreatifitas dan keahlian pada bidang ilmu yang dipelajarinya secara

formal di kelas.63

Pemikiran dan bentuk pengembangan kewirausahaan kepada peserta

didik diatas harus ditingkatkan implementasinya. Menurut hemat peneliti, ini

bisa menjadi strategi dalam merespon keberadaan Komunitas ASEAN yang

memberikan payung besar bagi integrasi ekonomi, politik, sosial budaya di

kawasan Asia Tenggara. Penerapan dan pengembangan materi kewirausahaan

pada peserta didik di lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu

63 Hasil wawancara dengan Moh. Helmi Umam, M.Hum (Dosen dan Pengurus Lembaga Kewirausahaan
UIN Sunan Ampel Surabaya), pada tanggal 05 Desember 2013
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meningkatkan bargain masyarakat muslim untuk bisa bersaing di tingkat

regional kawasan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesepakatan atas terbentuknya Komunitas ASEAN yang mengintegrasikan

aspek ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya telah merubah dinamika

kehidupan sosial masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dampak dari

integrasi tersebut ternyata juga berimbas pada sektor pendidikan, termasuk

pendidikan Islam. Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi penopang dan

penguat keberadaan Komunitas ASEAN tersebut pada akhirnya harus merumuskan

kebijakan-kebijakan yang strategis dalam merespon berbagai tantangan yang

muncul di kawasan.

Pendidikan Islam di Indonesia yang masih banyak kekurangan di berbagai

aspek kemudian mendapatkan berbagai tantangan dari kesepakatan Komunitas

ASEAN, diantaranya adalah; pertama, tantangan akan pergeseran paradigma

(shifting paradigm) masyarakat yang materialistik-sekuler. Pergeseran paradigma

masyarakat Asia Tenggara, khususnya Indonesia ini menjadi niscaya. Pasalnya,

diakui atau tidak, bahwa proses integrasi ekonomi akan menimbulkan efek

sampingan bagi masyarakat, terutama lahirnya kecenderungan masyarakat kepada

hal-hal yang bersifat konsumtif, materialistik dan individualistik. Hal tersebut

terjadi dikarenakan masing-masing individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan

riil sesuai dengan tuntutan integrasi ekonomi di kawasan. Kedua, melihat

tantangan yang muncul tersebut, maka harus ada paradigma baru tentang
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revitalisasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan

tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat yang

dinamis. Posisi pendidikan Islam di Indonesia idealnya adalah tetap menjaga nilai-

nilai keagamaan yang dipeganginya selama ini, namun tidak meninggalkan

perkembangan sains dan teknologi  yang berkembang dewasa ini.

Dari berbagai tantangan yang muncul diatas, maka perlu strategi-strategi

dalam merespon tantangan yang berkembang di tingkat regional kawasan. Strategi-

strategi yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut diantaranya

adalah; pertama, strategi peningkatan dan pengembangan pembelajaran bahasa

Inggris bagi peserta didik, para guru dan dosen, mengingat bahasa Inggris adalah

bahasa internasional. Kedua, peningkatan dan pengembangan kerjasama

pendidikan Islam di tingkat regional kawasan, seperti misalnya program pertukaran

pelajar, program double degree dan riset kolaboratif antar negara-negara anggota

ASEAN dalam kerangka pengembangan pendidikan Islam. Ketiga, pengenalan dan

penerapan program kewirausahaan (entrepreneurship) pada lembaga pendidikan

Islam di Indonesia.

B. Saran

Dari paparan kesimpulan hasil riset tersebut, maka muncul adanya saran

demi perbaikan kedepan. Untuk itu, yang paling dibutuhkan guna

mengimplementasikan blueprint diatas adalah visi yang jauh kedepan dan political

will semua pihak yang terkait; yakni masyarakat muslim, agamawan, lembaga

pendidikan Islam serta pemerintah. Tanpa adanya kerjasama dan political will
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berbagai unsur diatas, maka masyarakat muslim Indonesia hanya bisa menjadi

objek dari keberadaan Komunitas ASEAN 2015. Jika demikian halnya, masyarakat

muslim Indonesia yang mayoritas tersebut, secara tidak langsung akan

mempresentasikan eksistensi Indonesia di pentas regional kawasan, negara besar

yang menjadi objek Komunitas ASEAN. Semoga tidak
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OUTLINE WAWANCARA

ASEAN COMMUNITY 2015 DAN TANTANGANNYA BAGI

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

TAHUN 2013

Stratifikasi Responden

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Identifikasi Pemahaman tentang ASEAN Community 2015

1. Apa yang saudara ketahui tentang ASEAN Community 2015?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

2. Pilar apa saja yang terangkum dalam ASEAN Community 2015?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….
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3. Menurut pendapat saudara apakah ada korelasi antara kerangka ASEAN

Community dengan dimensi pendidikan Islam?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Identifikasi Pemahaman tentang tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi

ASEAN Community 2015

1. Menurut pendapat saudara, apa saja tantangan yang muncul bagi pendidikan

Islam dalam menghadapi ASEAN Community 2015?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

2. Mengapa tantangan tersebut diatas muncul dalam dimensi pendidikan Islam?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Identifikasi Strategi Pendidikan Islam dalam menghadapi ASEAN Community

2015
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1. Menurut pendapat saudara, dari potensi tantangan yang berkembang diatas,

langkah strategi apa yang relevan dalam merespon keberadaan Komunitas

ASEAN (ASEAN Community) 2015?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

2. Bagaimana tingkat efektifitas strategi diatas?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

3. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam proses

penerapan strategi tersebut?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….


